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putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

P U T U S A N 

Nomor  297/PDT/2016/PT.DKI 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara gugatan antara : 

1. RUDI Bin ALFON S., alias Ir. RUDI bin H.M. SAMIN alias RUDI bin H.M. 

SAMIN, S.E. baik Pribadi maupun kedudukannya sebagai Anak 

Kandung Ny. HERNAH Binti H. M. SAMIN maupun sebagai cucu 

Kandung Almarhum H.M. SAMIN, alamat Kampung Serap 

RT.02/RW.03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota  

Depok, dalam hal ini membri kuasa kepada : BONTOR O.L. 

TOBING, SE.,SH. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum 

yang berkantor di LUMBAN TOBING & REKAN berkantor di 

Gedung Lina Lt.5 R.504 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B7, Jakarta 

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 

2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula 

TERGUGAT VI ; 

2. H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.kn., selaku NOTARIS & PEJABAT 

PEMBUAT AKTA TANAH, alamat Jalan Alu-Alu No. 5, 

Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa 

kepada NURATIH, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor 

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum NURATIH, SH. DAN 

REKAN, berkantor di Jalan Alu-alu Nomor 5, Rawamangun, 

Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai 

PEMBANDING II semula TERGUGAT VIII ; 

3.  SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H.,S.E.,M.M.,M.H., berkantor di Gedung 

Grand Slipi Tower, 8 th Floor, Suite 8F, Jl. S. Parman Kav. 22-24 

Jakarta 11480-Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada   

PANCA SUSILO TAMPUBOLON, SH. Advokat berkantor di 

Gedung Grand Slipi Tower, 8 th Floor, Suite 8F, Jl. S. Parman 

Kav. 22-24 Jakarta 11480-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 26 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai 

PEMBANDING III semula TERGUGAT IX ;  

MM  EE  LL  AA  WW  AA  NN  ::  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Hal 2 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

1. UDJE SAINUDIN, (disingkat UDJE. S), KTP Nomor : 3276081107490002, 

Tempat lahir : Garut, 11 Juli 1940 (Dalam KTP tercatat tahun 

1949), Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan TNI AD, 

Alamat : Taman Manggis Indah Blok A/ 10 RT.01/014 Kelurahan 

Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, 

dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 5 

Juli 2012 bertindak untuk dan atas nama pribadi maupun untuk 

dan atas nama 48 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Depok yang masih hidup dari 80 orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok yang pada tanggal 14 Juli 1997 telah 

memberi kuasa kepada UDJE S. Dkk (Udje S., Admin, A. Karim, 

H.M. Samin) untuk bertindak mewakili 660 (enam ratus enam 

puluh) orang pemilik tanah garapan seluas + 332.234 M2 yang 

terletak di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan 

Sukmajaya, Kota Depok (dahulu Desa Sukmajaya, Kecamatan 

Sukmajaya, Kabupaten Bogor) yang berdasarkan Putusan 

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No.588 PK/Pdt/2002, 

tanggal 22 September 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung R.I. No. 551 K/Pdt/2000, tanggal 23 Maret 2001 jo. 

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg., 

tanggal 25 Mei 1999 jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 

161/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 10 Agustus 1998, yang dalam 

hal ini diwakili oleh Kuasanya : H. DANI BAHDANI, S.H., 

SOLAHUDDIN D., S.H., INDRA MAHAPUTRA, S.H. Dkk., 

Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara 

H. DANI BAHDANI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. 

Kayumanis V No. 13-B, Matraman, Jakarta Timur,  berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2013, selanjutnya disebut 

sebagai  TERBANDING semula PENGGUGAT; 

DAN 

2. Y. HUSIN IBRAHIM, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jatinegara Kaum 

RT.006/RW.003, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan 

Pulogadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT 

TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 

3. UDJE. S, pemilik KTP No : 327665110740001, alamat Taman Manggis Indah 

Blok AMD RT.001/RW.014 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Hal 3 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya 

disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II;  

4. ADMIN, alamat Jalan Taman Manggis Indah Blok C 1/3, Kelurahan 

Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya 

disebut sebagai TURUT  TERBANDING III semula TERGUGAT 

III ; 

5. Para Ahliwaris Almarhum ABDUL KARIM (A. KARIM) yaitu 1. SALAMUN bin 

KARIM, 2. MUHAMAD DAJAT, 3. NY. MAEMUNAH, 4. NY. 

MAESANAH, 5. NY. SARIPAH, 6. NY. SARAH, alamat Kp. 

Cikupa RT.06/RW.05 Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, 

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula 

TERGUGAT IV ; 

6. Ahliwaris Almarhum H. MUHAMAD SAMIN yaitu HERNA Binti H.M. SAMIN 

(Ibu Kandung RUDI Bin ALFON S.), alamat Kampung Sidamukti, 

RT.002/RW.01 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, 

Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING 

V semula  TERGUGAT V ; 

7. ZAINUL RAFLI, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Gurame RT.06/RW.09 

Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, 

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula 

TERGUGAT VII ; 

  Pengadilan Tinggi tersebut ; 

   Telah membaca : 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 Mei 2016, Nomor 

297/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk 

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat  banding ; 

2. Berkas perkara tanggal 11 Agustus 2014 Nomor  218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. 

dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

   Membaca, gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 

2013, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat (UDJE SAINUDIN alias UDJE.S) bersama-sama dengan 

ADMIN dan A.KARIM/orang Tua Tergugat IV serta H. MUHAMAD 

SAMIN/orang tua Tergugat V selaku Koordinator/ Pengurus Anggota 

PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok pada tanggal 14 Juli 1997 telah diberi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Hal 4 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

kuasa oleh 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03–04 

Depok yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota 

PEPABRI Ranting 03-04 Depok untuk menunjuk/memberi kuasa kepada 

Advokat/Pengacara guna mengajukan gugatan terhadap hak atas tanah 

garapan seluas + 332.234 M2 yang dimiliki oleh 660 orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03-04 Depok yang telah diakui secara tidak sah oleh Departemen 

Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media RRI Jakarta dan 

Pimpinan Statiun RRI Kab.Bogor; 

2.  Bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 1997 tersebut diatas, 

kemudian Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yaitu UDJE 

SAINUDIN alias UDJE S./Penggugat in casu dan ADMIN/ Tergugat III, 

A.KARIM/orang tua Tergugat IV dan H.M. SAMIN/orang tua Tergugat V telah 

menunjuk/memberi kuasa kepada Advokat Mr. RENDRA SARUNGALAU, 

S.H. Dkk. yang berkedudukan di Jalan Tanjung Barat Jakarta Selatan guna 

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak-hak atas 

tanah seluas + 332.234 M2 yang dimiliki oleh 660 (enam ratus enam puluh) 

orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang secara tidak sah 

telah diakui oleh Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek 

Mass Media RRI Jakarta dan Pimpinan Statiun RRI Kab.Bogor, perkara aquo 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor : 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. antara H. MUHAMAD SAMIN Dkk. (H.M. SAMIN, 

UDJE S., ADMIN dan A. KARIM ) melawan DEPARTEMEN PENERANGAN 

RI Cs.;  

3.  Bahwa gugatan yang diajukan oleh Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok (in casu oleh UDJE S., ADMIN, A. KARIM dan H.M. 

SAMIN) melalui Advokat Mr. RENDRA SARUNGALAU Dkk. tersebut telah 

mendapatkan putusan hingga tingkat banding, namun karena Advokat Mr. 

RENDRA SARUNGALAU, S.H. kemudian meninggal dunia maka pada saat 

Departemen Penerangan RI mengajukan upaya hukum Kasasi, Para 

Pengurus Anggota PEPABRI tersebut telah menunjuk/memberi kuasa kepada 

Rekan Almarhum Mr. RENDRA SARUNGGALAU, S.H. bernama JULIUS 

RUPANG, S.H hingga mendapatkan putusan Mahkamah Agung RI dalam 

tingkat Kasasi No . 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001, tetapi sayangnya 

pada tingkat kasasi perkara tersebut kalah karena putusan tersebut telah 

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 603/Pdt/1998/ 

PT.Bdg. tertanggal 25 Mei 1999 yang semula mengabulkan gugatan Para 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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4.  Bahwa pada saat perkara perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr sedang 

dalam taraf upaya hukum Kasasi, ternyata salah satu penerima kuasa dari 80 

Orang Anggota PEPABRI 03-04 Depok yang bernama H.M. SAMIN telah 

meninggal dunia sehingga kuasa yang diberikan oleh perwakilan Anggota 

PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok kepada H. MUHAMAD SAMIN tersebut 

menjadi gugur demi hukum (vide : Pasal 1813 KUH Perdata) sedangkan 

kuasa yang diberikan kepada UDJE.S, ADMIN dan A. KARIM tetap berlaku 

untuk bertindak mewakili 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok, oleh karena itu dengan meninggalnya H.M. SAMIN 

maka pada saat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan 

Kasasi Mahkamah Agung RI No : 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 

Perkara tersebut hanya diajukan oleh UDJE S., ADMIN dan A. KARIM saja; 

5.  Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 

tanggal 23 Maret 2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 

Bandung No : 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 tersebut ternyata 

Advokat JULIUS RUPANG, S.H. Cs. tidak pernah datang menemui UDJE S. 

Dkk., sehingga setelah H.M. SAMIN meninggal dunia akhirnya Penggugat in 

casu bersama-sama dengan ADMIN dan A. KARIM telah mencabut surat 

kuasa yang diberikan kepada JULIUS RUPANG, S.H. selanjutnya memberi 

kuasa kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. untuk 

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI 

dalam Perkara a quo; 

6.  Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Advokat 

RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. Dkk. dari atas nama UDJE.S 

(Penggugat in casu), ADMIN dan A. KARIM tersebut berhasil hingga 

mendapatkan putusan yang memberikan hak kepada Para Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok terhadap tanah obyek sengketa dalam Perkara 

Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dimana Putusan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 

tersebut telah membatalkan putusan Kasasi No. 511 K/Pdt/2000 tertanggal 23 

Maret 2001; 

7.  Bahwa ternyata putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 588 

PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah membatalkan putusan 

Kasasi Mahkamah Agung RI No. 511 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 dan 

mengabulkan gugatan para Penggugat (UDJE S. Dkk.) tersebut telah di 

ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang kedua (PK diatas PK ) oleh 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media 

RRI Jakarta dan Pimpinan Statiun RRI Kab.Bogor pada saat setelah A. 

KARIM meninggal dunia dan Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, 

S.H. (Kuasa Hukum Para Penggugat) sedang sakit, sehingga untuk 

menghadapi PK kedua tersebut akhirnya Penggugat in casu bersama-sama 

dengan ADMIN telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Advokat YOGI 

WIDODO,SH Dkk untuk mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali 

(PK) yang kedua dalam perkara a quo; 

8.  Bahwa Peninjauan Kembali yang kedua (PK diatas PK) yang diajukan dan 

dimohonkan oleh Departemen Penerangan RI Cq. Direktorat Radio Cq. 

Proyek Mass Media RRI Jakarta dan Pimpinan Statiun RRI Kabupaten Bogor 

tersebut ternyata ditolak oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan No. 

815 PK/PDT/2011 tanggal 16 Mei 2012, sehingga dengan demikian 

berlakulah putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali 

No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 September 2004 yang telah membatalkan 

putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 511 K/Pdt/2000 

tanggal 23 Maret 2001 serta mengabulkan gugatan para Penggugat (in casu 

UDJE S. Dkk) tersebut; 

9.  Bahwa sekali lagi, sejak meninggalnya H.M. SAMIN maka surat kuasa yang 

diberikan oleh 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 - 04 Depok kepada 

H.M.SAMIN telah berakhir (gugur karena ketentuan Undang-Undang) 

sehingga proses upaya hukum Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr 

telah dilanjutkan oleh para penerima kuasa yang masih hidup yaitu 

Penggugat/UDJE S. dan A. KARIM serta ADMIN, begitu pula setelah A. 

KARIM meninggal dunia, sehingga proses upaya hukum dalam perkara a quo 

telah dilanjutkan oleh UDJE  S. dengan ADMIN saja;  

10.  Bahwa tanah seluas + 332.234 M2 yang menjadi obyek sengketa dalam 

Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut adalah tanah garapan 

milik 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 

Depok termasuk milik Penggugat in casu (UDJE S.) seluas 200 M2, ADMIN 

seluas 200 M2, A.KARIM seluas 200 M2 dan H.M.SAMIN seluas 200 M2, 

sebagaimana ternyata dalam Daftar Nama 660 Orang Penggarap tanah 

seluas + 332.234 M2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok pada saat sebelum 80 (delapan puluh) orang 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok tersebut memberi kuasa kepada 

H.M. SAMIN, UDJE S., ADMIN dan A. KARIM tertanggal 14 Juli 1997;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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11.  Bahwa Daftar 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik hak atas tanah 

Garapan tersebut diatas adalah sesuai dengan Nama Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok yang Namanya tertera pada Peta lokasi tanah 

Kavling seluas + 332.234 M2, oleh karena itu dengan meninggalnya H.M. 

SAMIN sebagai penerima kuasa, maka kedudukan ahli waris Almarhum H.M. 

SAMIN tidak berhak lagi bertindak untuk mewakili H.M.SAMIN sebagai 

Penerima Kuasa dari 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 

03-04 Depok yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang 

pemilik tanah garapan seluas + 332.234 M2 tersebut, karena surat kuasa 

yang diberikan kepada H.M.SAMIN dari 80 (delapan puluh) orang Anggota 

PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok tersebut telah gugur demi hukum sejak 

Almarhum H.M. SAMIN meninggal dunia;  

12.  Bahwa setelah Perkara Peninjauan Kembali yang Pertama diputus oleh 

Mahkamah Agung RI ternyata A.KARIM (orang tua Tergugat V) juga 

meninggal dunia sehingga kuasa yang diberikan oleh 80  (delapan puluh) 

orang yang mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03-04 Depok menjadi gugur/berakhir (Vide Pasal 1813 KUH 

Perdata), oleh karena itu pada saat Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dalam proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) 

yang Kedua dengan No. 815 PK/Pdt/2011, para anggota PEPABRI Ranting 

03-04 Depok hanya diwakili oleh Penggugat dan Tergugat III in casu saja 

(UDJE S. dan ADMIN), kemudian memberi kuasa kepada Advokat YOGI 

WIDODO, S.H. Dkk. untuk mewakili UDJE SAINUDIN alias UDJE S. dengan 

Tergugat III (ADMIN) selaku Pihak yang diberi kuasa oleh 80 (delapan puluh) 

orang yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik 

hak atas tanah garapan tersebut; 

13.  Bahwa benar sebelum 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok 

memberi kuasa kepada Penggugat in casu/UDJE S., ADMIN dan A. KARIM 

serta H.M. SAMIN sesuai surat kuasa tanggal 14 Juli 1997, terlebih dahulu 

membuat kesepakatan, yaitu apabila tanah obyek sengketa aquo berhasil 

diurus dan dimenangkan serta di eksekusi dan diserahkan oleh Pihak 

Pengadilan kepada H.M. SAMIN Dkk. selaku Penerima kuasa dan Para 

Penerima Kuasa tersebut telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada 

Para Pemberi kuasa (in casu kepada 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 

dan 04 Depok yang mewakili 660 orang pemilik tanah garapan seluas + 

332.234 M2), maka H.M. SAMIN Dkk. (H.M. SAMIN, UDJE S., ADMIN dan A. 

KARIM) selaku Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Depok BERHAK untuk menerima bagian dari tanah seluas + 332.234 M2 

yang dimiliki oleh 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok tersebut yaitu sebagai imbalan jasa mengurus 

tanah aquo, masing-masing sebagai berikut: 

13.1 H.M. SAMIN (para Tergugat in casu) akan diberikan tanah seluas 1 

Hektar. 

13.2 UDJE SAINUDIN (Penggugat in casu) akan diberikan tanah seluas 1,5 

Hektar. 

13.3 ADMIN (Tergugat III in casu) akan diberikan tanah seluas 5.000 M2. 

13.4 A. KARIM (Para Tergugat IV in casu) akan diberikan tanah seluas 

5.000 M2. 

14. Bahwa karena tanah yang akan diberikan oleh 80 (delapan puluh) orang yang 

bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03-04 Depok tersebut diatas tidak sama, maka ABDUL KARIM 

mengajukan protes pada saat setelah H.M. SAMIN meninggal dunia, dan atas 

dasar itu sehingga A. KARIM dan ADMIN pada tanggal 03 Desember 2007 

telah mendesak UDJE S. (Penggugat in casu) untuk mau menandatangani 

Surat Kesepakatan yang intinya menyatakan bahwa tanah seluas + 332.234 

M2 tersebut akan dibagi menjadi sebagai berikut : 

14.1. ABDUL KARIM (A. KARIM) seluas 15.000 M2. 

14.2. UDJE S. seluas 20.000 M2. 

14.3. ADMIN seluas 15.000 M2. 

15. Bahwa kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 03 

Desember 2007 tersebut diatas ternyata dilakukan tanpa seijin dan 

sepengetahuan 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 

Depok yang memberi kuasa kepada UDJE S. Dkk., sehingga ketika 80 

(delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok 

mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat/di tanda tangani oleh A. 

KARIM, ADMIN dan UDJE S., maka 80 Orang Anggota PEPABRI yang 

mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan seluas + 

332.234 M2 tersebut menjadi keberatan atas kesepakatan yang dibuat oleh 

A. KARIM, ADMIN dan UDJE S., bahkan 80 orang yang memberi kuasa 

tersebut telah mengancam akan mencabut surat kuasa tertanggal 14 Juli 

1997 yang diberikan kepada Koordinator Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 

04 Depok jika Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Depok tersebut kembali membuat kesepakatan/perjanjian atas tanah seluas + 

332.234 M2 tanpa ijin tertulis dari 80 (delapan puluh) orang Anggota 

PEPABRI yang bertindak mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang 

Pemilik tanah garapan tersebut; 

16. Bahwa selain 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-04 

Depok tersebut mengancam akan mencabut surat kuasa tanggal 14 Juli 

1997, juga mengancam tidak akan memenuhi kesepakatan pada point 14 

(empat belas) tersebut diatas bilamana dikemudian hari diketahui 

Koordinator/Pengurus Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 tersebut kembali 

membuat kesepakatan/perjanjian terhadap tanah seluas + 332.234 M2 

dengan tanpa seijin/sepengetahuan 80 (delapan puluh) orang Anggota 

PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang juga sebagai pemilik hak atas 

tanah garapan tersebut; 

17. 17.  Bahwa oleh karena itu meskipun terdapat kesepakatan dari 80 (delapan 

puluh) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok yang akan 

memberikan tanah kepada Para Penerima kuasa sebagaimana terurai diatas, 

akan tetapi hak atas tanah yang akan diberikan pada point 14 (empat belas) 

tersebut diatas BARU MELEKAT kepada Koordinator Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok (in casu kepada H.M. SAMIN, A. KARIM, UDJE S. 

dan ADMIN) setelah Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. tersebut 

mendapat putusan yang mengabulkan gugatan para Anggota PEPABRI 

Ranting 03–04 Depok dan putusan tersebut telah dilaksanakan 

(DIEKSEKUSI) sehingga TERLALU DINI jika Tergugat III, IV dan V 

menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah obyek sengketa dalam Perkara 

Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, karena berdasarkan kesepakatan 

semula bahwa tanah pada point 14 tersebut diatas BARU AKAN DIBERIKAN 

oleh para pemilik/ahli warisnya setelah tanah obyek sengketa seluas + 

332.234 M2 tersebut dieksekusi dan diserahkan oleh pihak pengadilan 

kepada 80 orang Anggota PEPABRI yang bertindak mewakili 660 Orang 

Pemilik tanah garapan tersebut melalui Koordinator/Pengurus Anggota 

PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang bernama UDJE S. Dkk. (UDJE S., 

H.M. SAMIN, A. KARIM dan ADMIN) selaku para Penggugat dalam perkara a 

quo;  

18. Bahwa karena H.M. SAMIN dan A. KARIM telah meninggal dunia, maka Para 

Penerima Kuasa/Para Penggugat YANG MASIH HIDUP dalam Perkara 

Disclaimer
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Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr menjadi tinggal Penggugat in casu 

(UDJE S.) dengan Tergugat III in casu (ADMIN) saja;  

19. Bahwa karena Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr ditempuh cukup 

lama, maka 80 (delapan puluh) orang yang bertindak mewakili 660 (enam 

ratus enam puluh) orang pemilik tanah garapan tersebut diantaranya ada 

yang meninggal dunia dan diantara yang masih hidup yaitu sebanyak 48 

(empat puluh delapan) orang telah sepakat untuk mencabut segala kuasa 

yang diberikan kepada Tergugat III termasuk surat kuasa tertanggal 14 Juli 

1997 yang diberikan kepada Tergugat III untuk selanjutnya hanya 

berkehendak memberi kuasa kepada Penggugat in casu saja; 

20. Bahwa perbuatan hukum mencabut segala surat kuasa termasuk Surat 

Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan kepada Tergugat III dan hanya 

memberikan kuasa kepada Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN) saja telah 

dilakukan oleh dan dihadapan SUGENG PURNAWAN, S.H. Notaris di Kab. 

Bogor sesuai Akta No. 02 tanggal 5 Juli 2012 yaitu setelah diketahui bahwa 

Tergugat III in casu bersama-sama dengan ahli waris A. KARIM dan ahli 

waris H.M. SAMIN membuat kesepakatan di kantor Tergugat VIII (in casu 

Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., M.kn.) dengan tanpa seijin serta tanpa 

sepengetahuan Para Pemilik tanah yang pada tanggal 14 Juli 1997 telah 

memberi kuasa kepadanya (in casu kepada ADMIN); 

21. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kuasa yang diberikan oleh 48 (empat 

puluh delapan) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok 

yang masih hidup sesuai Akta Pernyataan No. 02 tanggal 5 Juli 2012 

tersebut, kemudian Penggugat in casu telah menunjuk dan memberi kuasa 

kepada H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk. (Para Advokat dari Kantor H. DANI 

BAHDANI, S.H. dan REKAN) yang berkedudukan di Jalan Kayumanis V 

No.13-B Jakarta Timur untuk melakukan segala tindakan hukum terhadap 

tanah seluas + 332.234 M2 termasuk mengurus Putusan Peninjauan Kembali 

yang Kedua yang pada saat itu belum dikirim oleh Mahkamah Agung RI 

kepada Pengadilan Negeri Bogor serta mengajukan permohonan Eksekusi 

dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr yang putusannya telah 

berkekuatan hukum tetap sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 

2012 Nomor 22/PK.PDT/PN.Bgr/2012 yang dilegalisasi dihadapan RAWAT 

ERAWADY, S.H. Notaris di Kota Bekasi No. 004/LEG/XI/2012 dan diberikan 

oleh Penggugat in casu kepada H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk.;  

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Hal 11 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

22. Bahwa sebelum Penggugat in casu memberi Kuasa kepada Advokat H. DANI 

BAHDANI, S.H. & REKAN, terlebih dahulu memberi kuasa kepada Advokat 

YOGI WIDODO, S.H. Dkk, dan atas persetujuan dari Advokat YOGI 

WIDODO, S.H. tersebut akhirnya Penggugat in casu baru membuat/menanda 

tangani serta memberikan Kuasa kepada Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & 

REKAN, oleh karena itu dengan di berikannya surat kuasa kepada Advokat 

H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN maka Surat Kuasa yang pernah diberikan 

oleh Penggugat in casu kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk. menjadi 

tidak dapat dipergunakan lagi untuk bertindak mewakili Penggugat in casu 

dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt/ G/1997/PN.Bgr Jo. No. 

603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo No. 551 K/Pdt/2000 Jo No. 588 PK/Pdt/2002, 

termasuk untuk mengurus permasalahan tanah dalam perkara a quo; 

23. Bahwa dengan diberikannya Surat Kuasa kepada Advokat H. DANI 

BAHDANI, S.H. & REKAN, akhirnya   putusan Perkara Peninjauan Nomor 

815 PK/Pdt/2011 tersebut berhasil diurus hingga Putusan a quo dikirim oleh 

Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Bogor dan telah diterima 

oleh Kuasa Hukum Penggugat in casu yang bernama SOLAHUDDIN 

DALIMUNTHE, S.H. (Advokat dari Kantor H.DANI BAHDANI,SH & REKAN);  

24. Bahwa setelah mendapatkan kuasa dari Penggugat in casu, kemudian 

Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk. melakukan Investigasi ke Pengadilan 

Negeri Bogor dalam rangka untuk mengajukan permohonan eksekusi, akan 

tetapi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat in casu ternyata Ketua 

Pengadilan Negeri Bogor telah menerbitkan Penetapan Perintah Eksekusi 

No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo No. 161/Pdt/G/1997/ PN.Bgr Jo No. 

603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 

tanggal 10 September 2012 atas permohonan dari Tergugat IX yang 

bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat VI 

sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012; 

25. Bahwa pemberian kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat IX tersebut diatas 

dilakukan dengan mendasarkan pada Akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 

Februari 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat VIII antara Tergugat 

II (orang yang mengaku-ngaku bernama UDJE S.) dengan Tergugat I serta 

Akta Kuasa Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh dan 

dihadapan Tergugat VIII antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan 

Tergugat I, sedangkan pemberian kuasa dari Tergugat VI kepada Tergugat IX 
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dilakukan berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan yang diterima oleh 

Tergugat VI dari Tergugat V;   

26. Bahwa dari isi dan bunyi yang terkandung dalam surat kuasa tertanggal 1 

Maret 2012 yang dijadikan dasar oleh Tergugat IX untuk mengajukan 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, jelas mengandung maksud 

bertindak mewakili Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok berdasarkan 

Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997; 

27. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat VI telah bersama-sama memberikan 

Surat Kuasa kepada Tergugat IX sesuai surat kuasa tertanggal 01 Maret 

2012, ternyata pada tanggal 08 September 2012 Tergugat VI telah memberi 

kuasa kembali kepada Tergugat IX untuk mengajukan permohonan eksekusi 

dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr berdasarkan Surat Kuasa 

tertanggal 7 September 2012 yang diterima dari Tergugat III serta dari ahli 

waris almarhum H.M. SAMIN dan Para ahli waris almarhum A. KARIM; 

28. Bahwa sebagaimana telah terurai diatas, Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 

Juli 1997 yang diberikan kepada H.M. SAMIN dan A. KARIM telah gugur demi 

hukum, sedangkan yang diberikan kepada Tergugat III telah dicabut, 

sehingga dengan demikian baik Tergugat III dan IV maupun Tergugat V tidak 

berhak lagi mengatasnamakan dirinya bertindak mewakili Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok untuk memberikan kuasa kepada Tergugat VI 

maupun kepada Pihak lainnya; 

29. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum H.M. SAMIN sepatutnya Ketua 

Pengadilan Negeri Bogor mengetahui bahwa H.M. SAMIN telah meninggal 

dunia pada saat Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/ 1997/PN.Bgr masih dalam 

proses upaya hukum kasasi, oleh karena itu seharusnya Ketua Pengadilan 

Negeri Bogor tidak mengakomodir permohonan Eksekusi yang diajukan oleh 

Tergugat IX karena Tergugat IX tidak memiliki alas hak yang sah menurut 

hukum untuk bertindak mewakili Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Depok; 

30. Bahwa lagi pula segala surat kuasa yang mengatasnamakan Anggota 

PEPABRI termasuk surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 1997 yang dijadikan 

dasar oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk memberikan kuasa 

kepada Pihak lain (in casu kepada Tergugat I dan VI serta kepada Tergugat 

IX) telah dicabut berdasatkan Akta Pernytaan No : 02 tanggal 5 Juli 2012, 

sehingga dengan di cabutnya surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 tersebut, 

maka segala surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat III, IV dan V kepada 
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pihak lain yang mengatasnamakan dirinya bertindak untuk dan atas nama 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok menjadi berakhir dan tidak 

berlaku lagi; 

31. Bahwa karena Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 telah dicabut oleh 

Pemberi Kuasa kepada Tergugat III, maka yang berhak untuk mewakili 

seluruh Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok hanya Penggugat in 

casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) saja dan tidak ada pihak atau orang 

lain yang berhak untuk mewakili 80 Orang yang mewakili 660 (enam ratus 

enam puluh) orang pemilik tanah tersebut, selain dari pada Penggugat in 

casu (UDJE S.) atau kuasanya (H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk.); 

32. Bahwa ternyata terbitnya Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dan Surat 

Kuasa tertanggal 07 September 2012 serta Surat Kuasa tanggal 08 

September 2012 tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang dilakukan 

oleh Tergugat VI yang bekerjasama dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan 

Tergugat IX, karena berdasarkan Surat dari Tergugat VIII kepada H. DANI 

BAHDANI, S.H. & REKAN akhirnya diketahui bahwa pada saat Akta Kuasa 

No : 211 dan No : 129 dibuat dihadapan Tergugat VIII, ternyata Tergugat VII 

selalu hadir dan ikut menandatangani sebagai SAKSI dalam Kuasa tersebut, 

tetapi setelah Penggugat in casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) 

mengajukan keberatan kepada Tergugat VIII baik langsung maupun melalui 

Kuasanya (H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN), ternyata Tergugat VI dan VII 

sama-sama tidak berani menjamin kepada Tergugat VIII bahwa Orang yang 

datang pada tanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah UDJE SAINUDIN alias 

UDJE S. yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, padahal Tergugat VI sangat kenal dengan 

Penggugat in casu termasuk dengan Istri Penggugat in casu, sedangkan 

Tergugat VII menyatakan baru kenal dengan UDJE S. sehingga tidak 

mengetahui bila yang dihadapkan kepada Tergugat VIII tersebut adalah 

UDJE S.  PALSU (in casu Tergugat II);  

33. Bahwa Akta Kuasa No :  211 tanggal 29 Februari 2012  yang dibuat oleh dan 

dihadapan Tergugat VIII tersebut selain memberikan kuasa untuk 

mengajukan permohonan eksekusi, seolah-olah Penggugat in casu (UDJE 

SAINUDIN) juga memberi kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan segala 

tindakan hukum termasuk menjual tanah obyek sengketa a quo kepada Pihak 

lain, padahal faktanya Penggugat in casu tidak pernah memberi kuasa 
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kepada Tergugat I bahkan sama sekali tidak pernah menghadap dihadapan 

Tergugat VIII untuk menanda tangani Akta Kuasa tersebut; 

34. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Nomor :  211 tanggal 29 Februari 2012 dan 

Nomor : 129 tanggal 17 Februari 2012 kemudian Tergugat I memberi kuasa 

(substitusi) kepada Tergugat IX untuk mengajukan Permohonan Eksekusi 

kepada Pengadilan Negeri Bogor;  

35. Bahwa Penggugat in casu sangat keberatan terhadap perilaku Tergugat I, II, 

III, IV, V, VI dan VII yang telah membuat rekayasa seolah-olah Penggugat in 

casu telah memberi kuasa kepada Tergugat I di hadapan Tergugat VIII yang 

kemudian disubstitusikan kepada Tergugat IX, karena faktanya Penggugat in 

casu sampai saat ini tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dalam 

bentuk apapun serta untuk keperluan apapun, oleh karena itu pada tanggal 

22 Oktober 2012 Penggugat in casu dengan di dampingi H. DANI BAHDANI, 

S.H. dan SOLAHUDDIN DALIMUNTHE, S.H. (Photo terlampir) telah datang 

menemui Tergugat VIII untuk menanyakan tentang penerbitan Akta Kuasa 

No. 211 tersebut sekaligus meminta agar Akta Kuasa tersebut dibatalkan, hal 

itu dilakukan karena sebelum tanggal 22 Oktober 2012 (sebelum Penggugat 

in casu Photo bersama-sama dengan Tergugat VIII) Penggugat in casu 

(UDJE S. alias UDJE SAINUDIN) sama sekali belum kenal dengan Tergugat 

VIII apalagi membuat Akta Kuasa dihadapannya; 

36. Bahwa meskipun Penggugat in casu yang dalam Akta Kuasa No. 211 disebut 

sebagai pemberi kuasa telah datang dan menunjukkan identitasnya (KTP) 

kepada Tergugat VIII dan menyatakan tidak pernah menandatangani Akta 

Kuasa tersebut, akan tetapi Tergugat VIII tetap saja tidak bersedia 

membatalkan Akta Kuasa yang telah diterbitkannya dengan alasan karena 

Tergugat VIII akan memanggil dahulu orang yang mengaku bernama UDJE 

S. (in casu Tergugat II) yang dalam Akta Kuasa No. 211 disebut sebagai 

Pemberi Kuasa serta Y. HUSEN IBRAHIM, S.H. (Tergugat I in casu) disebut 

sebagai Penerima Kuasa dan Tergugat VII (ZAINUL RAFLI, S.H) yang 

disebut sebagai saksi dalam akta kuasa tersebut, termasuk memanggil 

Tergugat VI (RUDI bin ALFONS) yang pada tanggal 29 Februari 2012 ikut 

hadir menghadapkan orang yang mengaku-ngaku bernama UDJE S. 

(Tergugat II) sehingga seakan-akan orang tersebut adalah Penggugat in casu 

(UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) ; 

37. Bahwa ternyata alasan Tergugat VIII yang akan memanggil Tergugat I dan II 

serta Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut hanya sekedar isapan jempol 
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belaka, karena faktanya Tergugat VIII tidak kunjung melaksanakan alasan 

tersebut hingga akhirnya pada tanggal 10 Desember 2012 Pengugat in casu 

melalui kuasanya yaitu Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN telah 

mengirim surat teguran kepada Tergugat VIII agar segera membatalkan Akta 

Kuasa No.211 tertanggal 29 Februari 2012, dan atas surat teguran tersebut 

kemudian Tergugat VIII baru memanggil/mengundang orang  yang mengaku-

ngaku sebagai Penggugat in casu yaitu TERGUGAT II serta Y. HUSEN 

IBRAHIM, S.H.                   (Tergugat I), termasuk mengundang Tergugat VI 

dan Tergugat VII serta UDJE SAINUDIN alias UDJE S. yang asli yaitu 

Penggugat dalam perkara ini agar datang ke Kantor Tergugat VIII pada 

tanggal 9 Januari 2013;  

38. Bahwa karena pada waktu yang ditentukan Penggugat in casu (UDJE 

SAINUDIN) ada kesibukan lain sehingga tidak dapat hadir, akan tetapi 

kehadiran Penggugat in casu ke Kantor Tergugat VIII telah di wakilkan oleh 

SOLAHUDIN D., S.H. selaku Rekan Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. (Kuasa 

hukum Penggugat in casu) yang datang kekantor Tergugat VIII bersama-

sama dengan anak dan istri Penggugat in casu yaitu dengan ENDANG 

SUHERLAN dan Ny. AMINAH; 

39. Bahwa selain Kuasa Penggugat dan anak Istri Penggugat in casu hadir 

dikantor Tergugat VIII, ternyata Tergugat VII (salah seorang saksi yang 

menandatangani Akta Kuasa No. 211) dengan Tergugat VI juga hadir, 

sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (orang yang mengaku-ngaku sebagai 

Penggugat in casu) tidak datang memenuhi undangan tersebut meskipun 

telah diundang untuk hadir ditempat Tergugat VIII pada tanggal 9 Januari 

2013; 

40. Bahwa ternyata ketidak hadiran Tergugat I dan Tergugat II (UDJE S. Palsu) 

tersebut telah dijadikan alasan oleh Tergugat VIII untuk tidak membatalkan 

Akta Kuasa No.211 tertanggal 29 Februari 2012 dengan dalih karena 

Tergugat VIII akan memanggil kembali Tergugat I dan II termasuk saksi-saksi 

yang turut menandatangani Akta Kuasa No.211 tersebut, diantaranya Sdr. 

TRIYONO yang menurut pengakuan Tergugat VII adalah pihak yang 

memperkenalkan orang yang mengaku bernama UDJE.S kepadanya serta 

yang menghadapkan orang tersebut (UDJE S. palsu) kepada Tergugat VIII 

untuk membuat Akta Kuasa a quo;  

41. Bahwa pada undangan yang ke 2 (dua) yaitu pada tanggal 16 Januari 2013 

ternyata Tergugat I dan II serta Tergugat VI dan VII termasuk Sdr. TRIYONO 
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tidak hadir, sedangkan yang hadir memenuhi undangan Tergugat VIII 

tersebut hanya Kuasa Penggugat in casu yaitu SOLAHUDIN D.,SH bersama-

sama dengan ENDANG SUHERLAN (anak Kandung Penggugat in casu), 

sehingga atas dasar itu timbul kecurigaan pada diri Penggugat, apa benar 

ada orang yang mengaku sebagai Penggugat in casu, atau hal itu hanya 

akal-akalan Tergugat VI bersama- sama dengan Tergugat I dan VII saja 

untuk menjual obyek tanah a quo kepada Pihak lain…?, karena dalam Akta 

Kuasa No. 129 tanggal 12 Februari 2012 dan Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 

Februari 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII menerangkan bahwa 

“selain untuk melakukan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan 

termasuk mengajukan permohonan Eksekusi, terdapat kata-kata yang 

menyatakan menjual dan mengambil serta membagikan bagian/hak pemberi 

kuasa kepada Pemberi Kuasa itu sendiri atas hak/bagian sebidang tanah 

garapan seluas + 332.234 M2 yang terletak di Kp. Serap, Kel .Tirtajaya, Kec. 

Sukmajaya, Kota  Depok (in casu tanah milik  Anggota  PEPABRI  Ranting 03 

dan 04 Depok); 

42. Bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas, maka patut diduga Tergugat VI 

telah berencana untuk menggelapkan hak kepemilikan atas tanah yang 

dimiliki 660 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok yang 

kepengurusannya diwakili oleh 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok melalui H.M. SAMIN Dkk. dengan cara menjual 

tanah obyek seluas + 332.234 M2 tersebut kepada pihak lain dengan 

menggunakan alas hak berupa surat kuasa yang diterima dari Tergugat I, III, 

IV dan Tergugat V sebagaimana terurai diatas;    

43. Bahwa dari pertemuan pertama yaitu tanggal 9 Januari 2013 atas undangan 

Tergugat VIII tersebut jelas terdapat fakta hukum dimana Tergugat VII yang 

berkedudukan sebagai saksi dalam Akta Kuasa No : 211 tanggal 29 Februari 

2012 yang oleh Tergugat VIII diakui sebagai pihak yang 

membawa/menghadirkan/menghadapkan Tergugat II kepada Tergugat VIII 

yang kemudian orang tersebut mengaku-ngaku sebagai Penggugat (Vide 

surat Tergugat VIII halaman pertama) ternyata tidak dapat menjamin bahwa 

orang tersebut adalah UDJE S. yang berkedudukan sebagai Penggugat 

dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, sedangkan Tergugat VI 

yang mengetahui tentang JATI DIRI Penggugat in casu tidak memiliki itikad 

baik untuk menyatakan yang sebenarnya kepada Tergugat VIII bahwa orang 

yang datang menanda tangani Akta Kuasa No. 211 tersebut adalah UDJE S. 

PALSU (in casu Tergugat II) tetapi malah meminta kepada Tergugat VIII agar 
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Ke 2 (dua) orang yang mengaku bernama UDJE S. tersebut dihadirkan untuk 

dikonfrontir, sedangkan pada kenyataannya setelah diundang 2 (dua) kali, 

orang yang mengaku bernama UDJE S. tersebut tidak pernah datang 

dikantor Tergugat VIII padahal Tergugat VI sangat mengatahui bahwa orang 

yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut adalah suami dari Ny. AMINAH serta Ayah 

dari ENDANG SUHERLAN yang ketika itu hadir dikantor Tergugat VIII 

mewakili Penggugat in casu juga turut memprotes tentang penerbitan Akta 

Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut; 

44.  Bahwa dari fakta tersebut seharusnya disadari oleh Tergugat VIII bahwa 

pengakuan Tergugat VII tersebut jelas tidak masuk akal, karena sepatutnya 

menurut hukum Tergugat VII wajib mengetahui dan mengenal secara detail 

JATI DIRI orang yang diajak untuk melakukan suatu perbuatan hukum 

apalagi perbuatan hukum tersebut diwujudkan dalam Akta Notariil; 

45. Bahwa demikian juga Tergugat I wajib mengetahui JATI DIRI orang yang 

mengaku sebagai Penggugat bernama UDJE S. yang telah memberikan 

kuasa kepadanya; 

46. Bahwa lagi pula UDJE S. yang sebenarnya yaitu Penggugat in casu dan 

keluarganya telah datang ke Kantor Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H., 

M.kn. dan bertemu langsung dengan Tergugat VIII serta sama-sama 

memprotes penerbitan Akta Kuasa tersebut, karena Penggugat in casu 

sebagai orang yang bernama UDJE S. alias UDJE SAINUDIN yang 

berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tidak pernah datang menghadap dihadapan Tergugat 

VIII untuk menandatangani Akta Kuasa a quo kepada Tergugat I yang 

kemudian Akta Kuasa tersebut di substitusikan oleh Tergugat I kepada 

Tergugat IX;  

47. Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas terdapat pengetahuan bagi Tergugat 

VIII bahwa subyek pihak pemberi kuasa yang mengatasnamakan UDJE S. 

dalam Akta Nomor : 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut adalah bukan 

Penggugat in casu (bukan UDJE S. yang datang pada tanggal 22 Oktober 

2012 yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr), apalagi setelah Tergugat VIII melihat adanya 

perbedaan antara Nomor KTP dan Alamat yang dimiliki oleh Penggugat in 

casu dengan Alamat dan Nomor KTP yang dimiliki oleh Tergugat II (UDJE S. 

palsu), sehingga dengan demikian Akta Kuasa No : 211 tersebut sejak awal 
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mula dibuatnya adalah cacat hukum oleh karena itu Akta Kuasa tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum;  

48. Bahwa demikian pula dari kenyataan tersebut diatas jelas terungkap fakta 

adanya konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 

VI dan Tergugat I serta Tergugat VIII, di mana dengan cara merekayasa 

pembuatan Akta Kuasa Nomor : 129 tertanggal 17 Februari 2012 antara 

Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat I serta Akta Kuasa Nomor : 

211 tertanggal 29 Februari 2012 yang seolah-olah dilakukan oleh Penggugat 

in casu kepada Tergugat I dihadapan Tergugat VIII, serta surat kuasa dari 

Tergugat V kepada Tergugat VI, kemudian Tergugat I dengan  Tergugat VI 

telah bersama-sama memberi kuasa kepada Tergugat IX untuk mengajukan 

permohonan eksekusi atas tanah tersebut, padahal Penggugat in casu (UDJE 

S. asli) yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dan 

tidak pernah menanda tangani Akta Kuasa tersebut dihadapan Tergugat VIII; 

49. Bahwa oleh karena itu Akta Kuasa Nomor  211 tanggal 29 Februari 2012 

yang dibuat oleh Tergugat VIII jelas mengandung cacat subyekto karena 

dilandasi oleh clausula yang diharamkan sehingga tidak dapat dipergunakan 

untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah obyek sengketa 

dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr termasuk untuk 

mengajukan permohonan Eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam perkara 

tersebut; 

50. Bahwa dengan demikian maka Tergugat IX dan Tergugat I sama sekali tidak 

berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun berdasarkan Akta Kuasa 

Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 tersebut, sehingga perbuatan Tergugat 

IX yang telah mengajukan permohonan eksekusi dalam Perkara Perdata  No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr yang mengatas-namakan Penggugat in casu tersebut 

adalah cacat hukum, oleh karena itu penetapan Ketua Pengadilan Negeri 

Bogor tanggal 10 September 2012 No. 04/Eks/ 2005/PN.Bgr Jo. No. 

161/Pdt/G/1997/PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/ 

2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Bogor atas permohonan dari Tergugat IX tersebut tidak memiliki kekuatan 

hukum; 

51. Bahwa meskipun menurut hukum Tergugat VIII wajib mengetahui/ menyadari 

bahwa Akta Kuasa Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkannya 

tersebut adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi 
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Tergugat VIII tetap saja tidak bersedia membatalkan Akta Kuasa tersebut 

dengan dalih karena Akta tersebut merupakan kehendak para pihak sehingga 

pembatalannya harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuatnya; 

52. Bahwa alasan Tergugat VIII tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, karena 

faktanya Tergugat VIII telah mengetahui bahwa yang menghendaki 

penerbitan Akta tersebut adalah bukan Penggugat in casu yang 

berkedudukan sebagai PERINSIPAL dalam Perkara Perdata No : 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, sedangkan UDJE S. yang sebenarnya yaitu 

Penggugat in casu tidak pernah menghendaki adanya penerbitan Akta Kuasa 

a quo, bahkan Penggugat in casu pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan 

tegas telah meminta langsung kepada Tergugat VIII untuk membatalkan Akta 

Kuasa Nomor : 211 tersebut; 

53. Bahwa dari isi dan bunyi yang terdapat dalam Akta Kuasa Nomor :  211 

tangal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat VIII jelas pihak yang 

dimaksud sebagai UDJE S. dalam Akta tersebut adalah Penggugat in casu 

yang dalam Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr berkedudukan 

sebagai salah satu Penggugat Perinsipal dalam perkara tersebut; 

54. Bahwa pada azasnya surat kuasa yang diberikan dalam bentuk apapun (baik 

notariil maupun dibawah tangan) sesuai ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata 

adalah merupakan pemberian tugas (Lastgeving) untuk melaksanakan 

sesuatu perbuatan untuk dan atas nama orang yang memberi kuasa; 

55. Bahwa surat kuasa yang dikehendaki oleh Tergugat II (orang yang mengaku 

seolah-olah sebagai Penggugat in casu ) dalam Akta No. 211 tanggal 29 

Feruari 2012 tersebut sesuai bentuk dan sifatnya adalah merupakan kuasa 

khusus untuk beracara di Pengadilan guna mengajukan permohonan 

eksekusi, sedangkan faktanya Penggugat in casu yang bernama UDJE S. 

alias UDJE SAINUDIN yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam 

Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tidak pernah menghendaki 

pemberian kuasa apapun dan kepada siapapun terkecuali hanya kepada 

Kantor Advokat H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN untuk mengajukan 

permohonan Eksekusi a quo; 

56. Bahwa sesuai kenetuan Pasal 1813 KUH Perdata surat kuasa tersebut akan 

berakhir (tidak berlaku) apabila pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang 

diberikannya, untuk itu mutatis mutandis surat kuasa tersebut tidak diberlaku 

lagi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata 

pembuatan/penarikan kuasa dapat dilakukan secara sepihak oleh orang yang 
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memberi kuasa tanpa harus ada persetujuan dari pihak yang menerima 

kuasa, apalagi antara Penggugat in casu dengan Tergugat I in casu tidak 

memiliki hubungan hukum apapun atas kepengurusan tanah dalam Perkara 

Perdata Nomor: 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut; 

57. Bahwa hal mana berbeda dengan perjanjian yang tidak dapat di tarik 

kembali/dibatalkan oleh satu pihak melainkan harus dengan persetujuan 

kedua belah pihak; 

58. Bahwa orang yang sebenarnya bernama UDJE S. yang dimaksud dalam Akta 

Nomor 211 tanggal 29 februari 2012 tersebut adalah Penggugat dalam 

perkara ini, sedangkan Penggugat dalam perkara ini sudah datang 

menghadap dan telah menyatakan kepada Tergugat VIII bahwa Penggugat in 

casu (UDJE SAINUDIN alias UDJE S.) tidak pernah memberi kuasa kepada 

siapapun dihadapan Tergugat VIII akan tetapi apabila dianggap bahwa orang 

yang bernama UDJE S. dalam Akta No : 211 tanggal 29 Februari 2012 

tersebut adalah UDJE S. Penggugat in casu, maka dengan ini Penggugat in 

casu menyatakan mencabut pemberian kuasa yang sebenarnya tidak pernah 

diberikan kepada Tergugat I;      

59. Bahwa dalam keadaan demikian seharusnya sesuai ketentuan Pasal 1813 

KUH Perdata Tergugat VIII wajib membuat Akta pencabutan untuk 

membatalkan Akta Kuasa yang telah diterbitkannya tersebut, karena 

penerbitan Akta Kuasa tersebut telah merugikan Penggugat in casu (UDJE 

SAINUDIN) yang berkedudukan sebagai penerima kuasa dari 80 Orang yang 

bertindak mewakili 660 Orang Pemilik tanah garapan seluas + 332.234 M2 ; 

60. Bahwa akan tetapi sebagaimana surat Tergugat VIII tanggal 23 Januari 2013 

yang ditujukan kepada H. DANI BAHDANI, S.H. & REKAN, dimana Tergugat 

VIII tetap bersikeras tidak bersedia membatalkan Akta Kuasa Nomor : 211 

tanggal 29 Februari 2012 padahal secara nyata diketahui bahwa Akta yang di 

terbitkannya tersebut cacat subyekto karena dibuat bukan atas kehendak 

orang yang sebenarnya (bukan atas kehendak Penggugat in casu) bahkan 

Tergugat VIII menyadari penerbitan Akta Kuasa Nomor : 211 tersebut 

mengandung maksud ingin menguasai secara tidak sah atas tanah obyek 

sengketa seluas + 332.234 M2 kemudian menjualnya kepada pihak lain, 

padahal baik Penggugat in casu maupun Para Pemilik tanah tersebut (in casu 

80 Orang yang mewakili 660 pemilik tanah tersebut) sama-sama tidak 

menghendaki adanya kuasa kepada Pihak lain terkecuali hanya kepada 
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Penggugat in casu serta kepada kuasa hukum Penggugat in casu yang 

bernama H. DANI BAHDANI, S.H. Dkk.; 

61. Bahwa meskipun himbauan Tergugat VIII agar penggunaan Akta Kuasa 

tersebut dihentikan, akan tetapi dengan pengetahuan dan kesadaran yang 

dimiliki oleh Tergugat VIII akan adanya cacat subyekto yang merugikan pihak 

lain sebagaimana terurai diatas, maka seharusnya Tergugat VIII tidak hanya 

sekedar menghimbau melainkan melakukan suatu perbuatan hukum untuk 

mencegah timbulnya kerugian bagi Penggugat in casu dengan melakukan 

pembatalan atas Akta Kuasa yang telah diterbitkannya tersebut;   

62. Bahwa lagi pula Akta Kuasa Nomor 211 tangal 29 Februari 2012 yang dibuat 

oleh dan dihadapan Tergugat VIII tersebut merupakan Kuasa umum yang 

bersifat mutlak yaitu selain diberikan untuk melakukan perbuatan hukum 

mengajukan permohonan eksekusi juga untuk melakukan perbuatan hukum 

memindah hakkan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dengan menyatakan bahwa surat kuasa aquo tidak 

dapat dicabut kecuali atas persetujuan dari pihak yang diberi kuasa; 

63. Bahwa Akta Kuasa No. 211 tanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh dan 

dihadapan Tergugat VIII tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 123 HIR 

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No : 14 Tahun 1982, karena untuk acara 

di Pengadilan harus diberikan dengan surat kuasa yang bersifat khusus 

sedangkan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 bahwa 

untuk bidang pertanahan tidak diperbolehkan menerbitkan surat kuasa yang 

bersifat mutlak; 

64. Bahwa Tergugat VIII sebagai pejabat umum telah mengetahui tentang aturan-

aturan hukum tersebut diatas, akan tetapi tetap tidak bersedia melakukan 

pembatalan atas akta kuasa yang jelas-jelas telah melanggar ketertiban 

umum sehingga jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan 

hukum;  

65. Bahwa dengan demikian sangat nyata adanya konspirasi perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini; 

66. Bahwa sebagaimana terurai diatas, konsfirasi perbuatan melawan hukum 

untuk menguasai tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat VI dan 

Tergugat IX, Tergugat I dan Tergugat VIII saja, melainkan juga dilakukan oleh 

Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II, Tergugat III serta Para 

Tergugat IV dan Tergugat V dimana sejak awal mulanya Tergugat I telah 
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berupaya merekayasa surat kuasa aquo dengan maksud untuk menguasai 

secara tidak sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara 

Perdata Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr.; 

67. Bahwa sayangnya konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

Tergugat VI yang bekerjasama dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat 

IX tersebut tidak disadari oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor dimana 

sebagai lembaga penegak keadilan seharusnya bersikap hati-hati dan teleti 

dalam memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan untuk menjaga 

keseimbangan hak dan kewajiban; 

68. Bahwa jika Ketua Pengadilan Negeri Bogor bertindak secara profesional 

menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi sebagai lembaga penegak 

keadilan maka Ketua Pengadilan Negeri Bogor tidak akan meneribtikan 

penetapan No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr Jo. No. 

603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 

tanggal 10 September 2012 yang di mohon oleh Tergugat IX, karena: 

-  Ketua Pengadilan Negeri Bogor jauh sebelumnya telah menerbitkan 

penetapan eksekusi atas permohonan RUSLAN TANAKA ABDUL RASUL, 

S.H. (dahulu kuasa hukum para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok 

yang telah membantu kepentingan Penggugat menempuh upaya hukum 

Peninjauan Kembali dalam perkara perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. 

sehingga dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 

tanggal 10 September 2012 tersebut akhirnya gugatan Penggugat in casu 

Dan Kawan Kawan dikabulkan) ; 

- Permohonan yang diajukan oleh Tergugat IX berlandaskan surat kuasa 

tertanggal 14 Juli 1997 Jo. Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dan 

tambahan Surat Kuasa tanggal 8 September 2012 (dalam penetapan 

tertulis tanggal 9 September 2012) Jo. surat kuasa tanggal 7 September 

2012, padahal berdasarkan surat-surat dan putusan dalam berkas Perkara 

Perdata No : 161/ Pdt.G/1997/PN.Bgr Ketua Pengadilan Negeri Bogor 

mengetahui bahwa pada saat Perkara Perdata  No. 

161/Pdt.G/1997/PN.Bgr dalam proses upaya hukum Kasasi H.M. SAMIN 

telah meninggal dunia sehingga surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang 

diberikan oleh 80 orang Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok 

kepada H.M. SAMIN telah gugur dan tidak dapat dilanjutkan oleh ahli 

warisnya, terkecuali Para Anggota PEPABRI Ranting 03-04 Depok 

tersebut memberi Kuasa kembali kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V 
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untuk mewakili 80 (delapan puluh) orang Anggota PEPABRI Ranting 03-

04 Depok yang mewakili 660 (enam ratus enam puluh) orang pemilik 

tanah garapan tersebut;  

-  Penggugat in casu dengan surat tertanggal 03 Nopember 2012 telah 

memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor bahwa 

Penggugat in casu tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I dan 

Tergugat VI serta kepada Tergugat IX untuk mengajukan eksekusi 

tersebut; 

69.  Bahwa oleh karena itu jelas penetapan perintah eksekusi yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor adalah cacat hukum 

karena diterbitkan atas permohonan dari pihak yang tidak memiliki legal 

standi sehingga penetapan eksekusi yang diberikan kepada Tergugat IX 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; 

70.  Bahwa konspirasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para 

Tergugat tersebut telah mengancam hak Penggugat dan Para Anggota 

PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok atas tanah yang secara yuridis formil 

berdasakan putusan Mahkamah Agung RI No. 815 PK/PDT/2011 tanggal 16 

Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 PK/Pdt/2002 tanggal 22 

September 2002 Jo. putusan Mahkamah Agung RI dalm Tingkat Kasasi No. 

551 K/Pdt/2000 tanggal 23 Maret 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi 

Bandung No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 25 Mei 1999 Jo Putusan 

Pengadilan Negeri Bogor No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr tanggal 10 Agustus 

1998 adalah merupakan hak Pengugat dan Para Anggota PEPABRI Ranting 

03 dan 04 Depok yang telah memberi kuasa kepada Penggugat dalam 

perkara ini, karena faktanya sesuai pengakuan Tergugat VIII, jelas Tergugat 

VI bersama-sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V telah berupaya 

memindah hakkan atas tanah obyek sengketa a quo kepada pihak lain 

sebagaimana surat Tergugat VIII yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat in 

casu yaitu kepada H. DANI BAHDANI, S.H. tertanggal 23 Januari 2013; 

71.  Bahwa oleh karena itu jelas perbuatan melawan hukum Para Tergugat 

tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil senilai harga tanah 

obyek sengketa yang secara yuridis formil adalah hak Penggugat dan Para 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok ; 

72.  Bahwa tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 

161/Pdt.G/1997/PN. Bgr tersebut adalah seluas + 332.234 M2 dimana dari 

tanah seluas tersebut yang menjadi hak Tergugat III, IV dan V adalah seluas 

Disclaimer
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+ 600 M2, sehingga tanah yang menjadi hak milik Para Anggota PEPABRI 

Ranting 03 dan 04 Depok dengan yang dimiliki Penggugat in casu menjadi 

seluas + 331.634 M2, dimana apabila  tanah tersebut dijual dengan harga 

pasaran umum lebih sebesar dari Rp.1.000.000,-/M2 (satu juta rupiah tiap 

rmeter persegi), maka kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dan 

Para anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok selain dari tanah milik 

Tergugat III dan milik ahli waris Almarhum H.M. SAMIN serta milik ahli waris 

A. KARIM, maka bila dihitung hanya sebesar Rp.1.000.000,-/M2, maka 

kerugian tersebut menjadi sebesar Rp.1.000.000,- X 331.634 M2 = 

Rp.331.634.000. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh 

empat juta rupiah); 

73.  Bahwa selain itu perbuatan Para Tergugat tersebut diatas juga telah merusak 

kredibilitas Penggugat in casu yang telah mendapat kepercayaan dari para 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok sebagaimana Akta Pernyataan 

No : 02 tertanggal  5 Juli 2012 sehingga jelas perbuatan Para Tergugat a quo 

telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat in casu yang menurut 

tata pergaulan sebagai salah seorang pengurus Anggota PEPABRI yang 

sejak awal berjuang untuk kepentingan hak Para Anggota PEPABRI adalah 

patut dinilai sebesar Rp.33.163.400.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus enam 

puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 10 % dari nilai harga 

tanah obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat in casu dan Para 

anggota PEPABRI diluar dari Hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat III 

dan ahi waris Almarhum A. KARIM serta ahli waris H.M. SAMIN;  

74.  Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat in casu dan para 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok serta kerugian Imateriil yang 

diderita oleh Penggugat in casu tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 1365 

KUH Perdata adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat untuk secara 

tanggung renteng membayar kepada Penggugat in casu secara tunai dan 

seketika sejak putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan; 

75.  Bahwa karena adanya itikad buruk dari Para Tergugat terutama Tergugat VI, 

Tergugat IX, Tergugat I, Tergugat VIII, Tergugat I s/d Tergugat V yang sejak 

awal mula tanpa alas hak yang sah berusaha menguasai serta 

memindahkan/mejual  tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara 

Perdata No : 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, maka sepatutnya menurut hukum bagi 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini guna memerintahkan meletakkan sita jaminan atas 
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tanah obyek sengketa seluas + 331.634 M2 dari tanah seluas + 332.234 M2 

yang terletak di Kampung Serap, Kelurahan Tirtajaya, Kec.Sukmajaya, Kota 

Depok (dahulu Desa Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kab. Bogor); 

76.  Bahwa demikian juga untuk menjamin agar Para Tergugat mengganti 

kerugian materiil dan imateril sebagaimana terurai dan terinci diatas, maka 

sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara ini juga memerintahkan agar 

diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan di 

tunjuk oleh Penggugat in casu dalam surat permohonan tersendiri dan untuk 

itu mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

gugatan ini; 

77.  Bahwa oleh karena gugatan ini dilandasi oleh fakta berdasarkan bukti otentik 

(ex Pasal 165 HIR) maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim in casu 

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih 

dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kambali 

maupun perlawanan (verzet ataupun derden verzet );   

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat in casu mohon kepada 

Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan 

amar sebagai berikut: 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap tanah seluas + 331.634 M2 dari 

seluas + 332.234 M2 yang pernah menjadi obyek sengketa dalam Perkara 

Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr; 

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap harta kekayaan Para Tergugat; 

4. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan oleh 80 

(delapan puluh ) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Depok kepada Almarhum H.M. SAMIN dan Almarhum A. KARIM telah 

berakhir sejak meninggalnya Almarhum H.M. SAMIN dan A. KARIM; 

5. Menyatakan ahli waris Almarhum H.M. SAMIN dan Para ahli waris Almarhum 

A. KARIM tidak berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai 

penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 dalam 

Perkara Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr maupun untuk melakukan 
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tindakan hukum apapun yang mengatasnamakan dirinya mewakili para 

Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok ; 

6. Menyatakan  : 

a. Akta Kuasa No. 211 tertanggal 29 Februari 2012; 

b. Akta Kuasa No. 129 tanggal 17 Februari 2012; 

c. Surat Kuasa tanggal 7 September 2012 dari ahli waris Almarhum A. 

KARIM dan Almarhum H.M. SAMIN kepada Tergugat IX; 

d. Surat Kuasa tanggal 08 September 2012 yang diberikan oleh Tergugat 

VI kepada Tergugat IX sejak awal dibuatnya adalah cacat hukum 

sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; 

7. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dengan hak substitusi 

yang diberikan kepada Tergugat I untuk mengajukan eksekusi dalam Perkara 

Perdata No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr. sejak awal mula dibuatnya adalah cacat 

hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;  

8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI tidak berhak 

mewakili Penggugat in casu serta seluruh Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 

04 Depok; 

9. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 5 Juli 2012 adalah produk 

hukum yang sah mengikat bagi Penggugat dan Para Anggota PEPEBARI 

Rating 03 dan 04 Depok termasuk Tergugat VI dan Tergugat III serta seluruh 

ahli waris Almarhum H.M. SAMIN dan A. KARIM;   

10. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997, Akta Kuasa No : 129 

tanggal 17 Februari 2012, Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2012, Surat Kuasa 

tanggal 8 September 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 September 2012 dan 

Akta Kuasa No.  211 tanggal 29 September 2012 adalah cacat hukum 

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;  

11. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh 

Penggugat in casu Kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. 

Dkk. tidak berlaku lagi terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa 

kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk.;  

12. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh 

Penggugat in casu Kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. Dkk. tidak berlaku 

lagi terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa kepada Advokat H. 

DANI BAHDANI, S.H & REKAN ; 
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13. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 

September 2012 No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/ PN.Bgr 

Jo. No. 603/Pdt/1998/PT.Bdg Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 

PK/Pdt/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I, II, 

III, IV, V, VI dan Tergugat IX in casu; 

14. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang 

merugikan Penguggat in casu baik secara pribadi maupun dalam 

kedudukannya sebagai kuasa dari Para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 

04 yang secara materiil merugikan pula para Anggota PEPABRI Ranting 03 

dan 04 Depok; 

15. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti 

rugi kepada Penggugat in casu serta kepada Para Anggota PEPABRI Ranting 

03 dan 04 Depok secara materiil sebesar Rp.331.634.000.000,- (tiga ratus 

tiga puluh satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan tunai serta 

seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan; 

16. Menghukum pula Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar 

kerugian imateriil kepada Penggugat in casu sebesar Rp.33.163.400.000,- 

(tiga puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) 

secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan; 

17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kambali maupun 

perlawanan (verzet ataupun derden verzet) ; 

18. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; 

A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya.  

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, 

Tergugat VI, Tergugat VIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut : 

JAWABAN TERGUGAT I : 

DDaallaamm  EEkksseeppssii   ::  

11..  BBaahhwwaa  gguuggaattaann  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  tteennttaanngg  ppeerrkkaarraa  aa  qquuoo  aaddaallaahh  

ttiiddaakk  jjeellaass//oobbssccuuuurr  lliibbeell  mmeennggiinnggaatt  tteennttaanngg  oobbyyeekk  ttaannaahh  ppeerrkkaarraa  aa  qquuoo,,  mmaassiihh  

aaddaa  ppeerrkkaarraa--ppeerrkkaarraa  yyaanngg  ssaammaa  aannttaarraa  ppaarraa  ppiihhaakk  ddeennggaann  ppiihhaakk  RRRRII,,  

sseehhiinnggggaa  tteennttaanngg  kkeeaabbssaahhaann  ttaannaahh  aappaakkaahh  mmii lliikk  PPeeppaabbrrii   aattaauu  RRRRII,,  mmaassiihh  

bbeelluumm  jjeellaass;;  
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22..  BBaahhwwaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  pprreemmaattuurr,,  kkaarreennaa  mmeennyyaattaakkaann  ppiihhaakk  ddaallaamm  AAkkttaa  

KKuuaassaa  NNoo..  221111  ttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  ddaann  NNoommoorr  ::  112299  ttaannggggaall  1177  

FFeebbrruuaarrii   22001111  sseebbaaggaaii   aaddaannyyaa  dduuggaaaann  ppaallssuu,,  aaddaallaahh  ttiiddaakk  bbeerraassaarrkkaann  

hhuukkuumm,,  mmeennggiinnggaatt  tteennttaanngg  kkeebbeennaarraann  mmaatteerrii ii ll  ppeellaakkuu  ddaann  ttaannddaa  ttaannggaann  

ddaallaamm  aakkttaa  tteerrsseebbuutt,,  bbeelluumm  aaddaa  ppuuttuussaann  ppeennggaaddii llaann  yyaanngg  bbeerrkkeekkuuaattaann  tteettaapp  

yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  kkeedduuaa  aakkttaa  tteerrsseebbuutt  ppaallssuu;;  

BBeerrddaassaarrkkaann  aallaassaann--aallaassaann  eekksseeppssii   TTeerrgguuggaatt  II  tteerrsseebbuutt,,  kkiirraannyyaa  ssuuddaahh  

sseeppaattuuttnnyyaa  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ddiinnyyaattaakkaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddii tteerriimmaa;;  

DDaallaamm  PPookkookk  PPeerrkkaarraa  ::    

11..  BBaahhwwaa    TTeerrgguuggaatt  II  mmeemmbbaannttaahh//mmeennyyaannggkkaall  ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ddaallaamm  

ppeerrkkaarraa  aa  qquuoo  kkeeccuuaallii   tteerrhhaaddaapp  ddaallii ll//hhaall--hhaall  yyaanngg  ddiiaakkuuii   sseeccaarraa  tteeggaass  

kkeebbeennaarraannnnyyaa;;  

22..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  aappaappuunn  yyaanngg  mmeennjjaaddii   oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   aaddaallaahh  

sseebbiiddaanngg  ttaannaahh  ggaarraappaann  sseelluuaass  ++  333322..223344  MM22  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii   KKaammppuunngg  

SSeerraapp,,  KKeelluurraahhaann  TTiirrttaajjaayyaa,,  KKeecc..  SSuukkmmaajjaayyaa,,  KKoottaa  DDeeppookk;;  

33..  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  II  ttiiddaakk  mmeennaannggggaappii   ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  ppoossii ttaa  NNoo..  

11  ss//dd..  3311  yyaanngg  mmeenngguurraaiikkaann  kkrroonnoollooggiiss  sseennggkkeettaa//ppeenngguurruussaann  oobbyyeekk  ttaannaahh  

sseennggkkeettaa  ddaann  ssuurraatt--ssuurraatt//aakkttaa  yyaanngg  ddiibbuuaatt  ppaarraa  TTeerrgguuggaatt  llaaiinn,,  kkaarreennaa  

TTeerrgguuggaatt  II  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuiinnyyaa  sseerrttaa  ttiiddaakk  aaddaa  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  

TTeerrgguuggaatt  II;;    

44..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  ddeennggaann  aaddaannyyaa  gguuggaattaann  ppeerrkkaarraa  PPeerrddaattaa  NNoo..  

221188//PPddtt..GG//22001133//PPNN..JJkktt..TTiimm..  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  ssaallaahh  sseeoorraanngg  KKoooorrddiinnaattoorr  

PPeenngguurruuss  AAnnggggoottaa  PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  0033  ddaann  0044  DDeeppookk  yyaaii ttuu  oolleehh  UUDDJJEE  SS..  

aalliiaass  UUDDJJEE  SSAAIINNUUDDIINN..  DDiimmaannaa  TTeerrgguuggaatt  II  bbaarruu  mmeennggeettaahhuuii   bbaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  

IIVV,,  VV  ddaann  VVII  tteellaahh  mmeemmbbuuaatt  ddaann  mmeennggaakkuu  sseebbaaggaaii   aahhllii   wwaarriiss  ddaarrii   AAllmmaarrhhuumm  

HH..MM..  SSaammiinn,,  sseehhiinnggggaa//sseeaakkaann--aakkaann  ddiirriinnyyaa  mmeemmppuunnyyaaii   ppeerraann  sseerrttaa  ddaallaamm  

ppeenngguurruussaann  ppeerrkkaarraa  ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr,,  ddii   PPeennggaaddii llaann  

NNeeggeerrii   BBooggoorr;;  

55..  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  II  mmeemmbbaattaahh  sseeccaarraa  tteeggaass  ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  

ppoossii ttaa  NNoommoorr  ::  3322,,  kkaarreennaa  TTeerrgguuggaatt  II  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeerreekkaayyaassaa  SSuurraatt--SSuurraatt  

((SSuurraatt  KKuuaassaa))  ddeennggaann  TTeerrgguuggaatt  IIII  ss//dd..  VVIIII  ddaann  IIXX  bbaahhwwaa  mmeennggeennaaii   AAkkttaa  

KKuuaassaa//SSuurraatt  KKuuaassaa  NNoo..  221111  ttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  yyaanngg  ddiibbuuaatt  ddiihhaaddaappaann  

TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  IIII//PPeemmbbeerrii   KKuuaassaa  kkeeppaaddaa  TTeerrgguuggaatt  II  ddii llaakkuukkaann  

TTeerrgguuggaatt  II  ddeennggaann  ii ttiikkaadd  bbaaiikk,,  bbaahhwwaa  mmeennggeennaaii   aaddaannyyaa  ppeerrbbuuaattaann  TTeerrgguuggaatt  IIII  

yyaanngg  mmeennggaakkuu  sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  hhuukkuumm  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

tteerrsseennddiirrii   ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  IIII,,  ddiimmaannaa  aakkiibbaatt  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  hhuukkuumm  ddaarrii   

TTeerrgguuggaatt  IIII  tteerrsseebbuutt,,  bbuukkaann  ssaajjaa  mmeerruuggiikkaann  PPeenngggguuggaatt  tteettaappii   mmeerruuggiikkaann  

TTeerrgguuggaatt  II;;  

66..  BBaahhwwaa  ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  ppoossii ttaa  NNoommoorr  ::  3333,,  3344  aaddaallaahh  bbeennaarr..  

BBaahhwwaa  sseellaannjjuuttnnyyaa  AAkkttaa  KKuuaassaa  yyaanngg  ddiibbuuaatt  ppaaddaa  ttaannggggaall  1177  FFeebbrruuaarrii   22001122  

ddiihhaaddaappaann  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  yyaanngg  NNoommoorr  ::  112299  aaddaallaahh  mmeerruuppaakkaann  ppeemmbbeerriiaann  

kkuuaassaa  ddaarrii   TTuuaann  SSAALLAAMMUUNN  bbiinn  KKAARRIIMM  ((PPaarraa  TTeerrgguuggaatt  IIVV))  sseerrttaa  ddaarrii   ttuuaann  

AADDMMIINN  ((TTeerrgguuggaatt  IIIIII))  yyaanngg  mmeemmbbeerriikkaann  kkuuaassaa  kkeeppaaddaa  YY..  HHUUSSEENN  

IIBBRRAAHHIIMM,,SSHH..  ((TTeerrgguuggaatt  II))  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  sseeggaallaa  ttiinnddaakkaann  kkeeppeenngguurruussaann  

mmaauuppuunn  kkeeppeemmii lliikkaann  tteerrmmaassuukk  mmeennggaajjuukkaann  eekksseekkuussii   mmeennjjuuaall  ddaann  mmeennggaammbbii ll  

sseerrttaa  mmeemmbbaaggiikkaann  bbaaggiiaann//hhaakk    ppaarraa  ppeemmbbeerrii   kkuuaassaa  kkeeppaaddaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

ppeemmbbeerrii   kkuuaassaa  aattaass  ttaannaahh  hhaakk  ggaarraappaann  sseelluuaass  333322..223344  MM22  yyaanngg  mmeennjjaaddii   

oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr..;;  

77..  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  II  mmeemmbbaannttaahh  ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  ppoossii ttaa  NNoommoorr  ::  

3355  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  sseeoollaahh--oollaahh  TTeerrgguuggaatt  II,,  bbeerrssaammaa--ssaammaa  ddeennggaann  TTeerrgguuggaatt  

IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV,,  VVII  ddaann  VVIIII  tteellaahh  mmeerreekkaayyaassaa  SSuurraatt  KKuuaassaa  ddaarrii   PPeenngggguuggaatt  kkeeppaaddaa  

TTeerrgguuggaatt  II,,  kkaarreennaa  TTeerrgguuggaatt  II  ttiiddaakk  mmeennggeettaahhuuii   aaddaannyyaa  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  

hhuukkuumm  yyaanngg  ddii llaakkuukkaann  TTeerrgguuggaatt  IIII,,  yyaanngg  mmeennggaakkuu  sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt..  

SSeeaannddaaiinnyyaa  TTeerrgguuggaatt  II  mmeennggeettaahhuuii   sseejjaakk  ddaarrii   sseemmuullaa  bbaahhwwaa  oorraanngg  yyaanngg  

bbeerrnnaammaa  UUDDJJEE  SSAAIINNUUDDIINN  aaddaallaahh  PPeenngggguuggaatt  ssuuddaahh  jjeellaass  TTeerrgguuggaatt  II  ttiiddaakk  

mmaauu  mmeenneerriimmaa  SSuurraatt  KKuuaassaa  ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  IIII  ddaann  ttiiddaakk  mmaauu  mmeennggaalliihhkkaann  

kkuuaassaa  ((SSuubbssttii ttuussii))  kkeeppaaddaa  TTeerrgguuggaatt  IIXX  ((SSUUHHEENNDDRRAA  AASSIIDDOO  HHUUTTAABBAARRAATT,,  

SS..HH..,,  SS..EE..,,  MM..MM..,,  MM..HH..));;  BBaahhwwaa  bbeennaarr  SSddrr..  ZZAAIINNUULL  RRAAFFLLII,,  SS..HH..  ((TTeerrgguuggaatt  VVIIII))  

bbeerrttiinnddaakk  sseebbaaggaaii   ssaakkssii   ddaallaamm  AAkkttaa  KKuuaassaa  tteerrsseebbuutt..  AAddaappuunn  aakkttaa  kkuuaassaa  

tteerrsseebbuutt  aattaass  ddaassaarr  PPuuttuussaann  MMaahhkkaammaahh  AAgguunngg  RRII  NNoo..  881155  PPKK//PPDDTT//22001111  

ttaannggggaall  1166  MMeeii   22001122  JJoo..  PPuuttuussaann  MMaahhkkaammaahh  AAgguunngg  RRII  ddaallaamm  ttiinnggkkaatt  

PPeenniinnjjaauuaann  KKeemmbbaallii   NNoo..  558888  PPKK//PPddtt//22000022  ttaannggggaall  2222  SSeepptteemmbbeerr  22000044  ddaallaamm  

ppeerrkkaarraa  ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr..;;  

88..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  ppaarraa  ppeemmbbeerrii   kkuuaassaa  ddaallaamm  AAkkttaa  KKuuaassaa  NNoommoorr  ::  112299  ttaannggggaall  1177  

FFeebbrruuaarrii   22001122  tteerrsseebbuutt  yyaaii ttuu  TTeerrgguuggaatt  IIIIII  ddaann  TTeerrgguuggaatt  IIVV  aaddaallaahh  ssuubbyyeekk  yyaanngg  

mmeemmii lliikkii   lleeggaall  ssttaannddiinngg  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeerrbbuuaattaann  hhuukkuumm  aappaappuunn  bbeerrkkaaii ttaann  

ddeennggaann  ppeerrkkaarraa  ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr  kkaarreennaa  ssuubbyyeekk  

ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  ppaarraa  AAnnggggoottaa  PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  0033--0044  DDeeppookk  

yyaanngg  kkeesseemmuuaannyyaa  bbeerrjjuummllaahh  666600  ((eennaamm  rraattuuss  eennaamm  ppuulluuhh))  oorraanngg  yyaanngg  ddaallaamm  

ppeerrkkaarraa  tteerrsseebbuutt  ddiiwwaakkii llii   oolleehh  ppeerrwwaakkii llaannnnyyaa  yyaaii ttuu  oolleehh  8800  ((ddeellaappaann  ppuulluuhh))  

oorraanngg  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  ppaaddaa  ttaannggggaall  1144  JJuullii   11999977  KKee--8800  ((ddeellaappaann  ppuulluuhh))  oorraanngg  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

tteerrsseebbuutt  tteellaahh  mmeemmbbeerrii   kkuuaassaa  kkeeppaaddaa  PPeenngggguuggaatt  ((UUDDJJEE  SS..  aalliiaass  UUDDJJEE  

SSAAIINNUUDDIINN)),,  AADDMMIINN  ((TTeerrgguuggaatt  IIIIII  iinn  ccaassuu)),,  AA..  KKAARRIIMM  ((OOrraanngg  TTuuaa  TTeerrgguuggaatt  IIVV  

iinn  ccaassuu))  sseerrttaa  kkeeppaaddaa  HH..MM..  SSAAMMIINN  ((OOrraanngg  TTuuaa  TTeerrgguuggaatt  VV  iinn  ccaassuu)),,  

sseeppaannjjaanngg  bbeelluumm  aaddaa  ppuuttuussaann  yyaanngg  mmeemmbbaattaallkkaann  aakkttaa  kkuuaassaa  tteerrsseebbuutt  yyaanngg  

mmeemmppuunnyyaaii   kkeekkuuaattaann  hhuukkuumm  yyaanngg  ppaassttii ;;  

99..  BBaahhwwaa  mmeennggeennaaii   ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  ppoossii ttaa  NNoommoorr  ::  3366  ss//dd..  4411  

aaddaallaahh  hhaakk  ddaarrii   PPeenngggguuggaatt  uunnttuukk  mmeemmbbuukkttiikkaann  kkeettiiddaakk--bbeerreessaann  yyaanngg  tteellaahh  

ddii llaakkuukkaann  PPaarraa  TTeerrgguuggaatt,,  ddiimmaannaa  mmeennuurruutt  ppeennddaappaatt  TTeerrgguuggaatt  II  uunnttuukk  

mmeemmbbuukkttiikkaann  aaddaannyyaa  UUDDJJEE  SS..  yyaanngg  ppaallssuu  hhaarruuss  aaddaa  PPuuttuussaann  PPeennggaaddii llaann  

((HHaakkiimm  PPiiddaannaa));;  

1100..  BBaahhwwaa  mmeesskkiippuunn  TTeerrgguuggaatt  IIIIII  ddaann  oorraanngg  ttuuaa  TTeerrgguuggaatt  IIVV  yyaaii ttuu  aallmmaarrhhuumm  AA..  

KKAARRIIMM  bbeerrddaassaarrkkaann  ssuurraatt  kkuuaassaa  tteerrttaannggggaall  1144  JJuullii   11999977  ppeerrnnaahh  mmeennddaappaatt  

kkuuaassaa  ddaarrii   8800  ((ddeellaappaann  ppuulluuhh))  oorraanngg  ppeerrwwaakkii llaann  AAnnggggoottaa  PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  

0033--0044  aakkaann  tteettaappii   ddeennggaann  mmeenniinnggggaallnnyyaa  AA..  KKAARRIIMM  ddaann  HH..MM..  SSAAMMIINN  aaddaallaahh  

bbuukkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  ddiibbeebbaannkkaann  kkeeppaaddaa  TTeerrgguuggaatt;;  

1111..  BBaahhwwaa  AAkkttaa  KKuuaassaa  NNoommoorr  ::  112299  ttaannggggaall  1177  FFeebbrruuaarrii   22001122  tteerrsseebbuutt  sseellaaiinn  

ddiibbeerriikkaann  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeenngguurruussaann  ((mmeennggaajjuukkaann  eekksseekkuussii))  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  

ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr..  jjuuggaa  uunnttuukk  mmeennjjuuaall  ddaann  

mmeemmbbaaggiikkaann  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  kkeeppaaddaa  ppaarraa  ppeemmbbeerrii   kkuuaassaa  ppaaddaa  hhaall  ppaarraa  

ppeemmbbeerrii   kkuuaassaa  bbuukkaann  ssuubbyyeekk  hhuukkuumm  yyaanngg  bbeerrhhaakk  aattaass  ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  

ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr..;;  

1122..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  sseellaaiinn  AAkkttaa  KKuuaassaa  yyaanngg  ddiibbuuaatt  ppaaddaa  ttaannggggaall  1177  FFeebbrruuaarrii   22001122,,  

TTeerrgguuggaatt  II  jjuuggaa  mmeenneerriimmaa  kkuuaassaa  ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  IIII  ddeennggaann  AAkkttaa  KKuuaassaa  NNoommoorr  ::  

222211  ttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  yyaanngg  jjuuggaa  ddiibbuuaatt  ddiihhaaddaappaann  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII;;  

1133..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  TTeerrgguuggaatt  IIII  kkeemmuuddiiaann  mmeemmbbeerriikkaann  kkuuaassaa  kkeeppaaddaa  TTeerrgguuggaatt  II  

sseessuuaaii   AAkkttaa  KKuuaassaa  ttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  NNoommoorr  ::  222211  yyaanngg  ddiibbuuaatt  oolleehh  

ddaann  ddiihhaaddaappaann  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII;;  

1144..  BBaahhwwaa  ssaammaa  hhaallnnyyaa  ddeennggaann  AAkkttaa  KKuuaassaa  NNoommoorr  ::  112299  ttaannggggaall  1177  FFeebbrruuaarrii   

22001122,,  ppaaddaa  AAkkttaa  KKuuaassaa  tteerrttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  NNoommoorr  ::  222211  sseellaaiinn  ddiibbeerrii   

kkeewweennaannggaann  uunnttuukk  mmeennggaajjuukkaann  eekksseekkuussii   ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  

116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr..;;  

1155..  BBaahhwwaa  kkaallaauu  PPeenngggguuggaatt  bbeennaarr  ppeerrnnaahh  ddaattaanngg  kkee  KKaannttoorr  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  ddaann  

mmeemmpprrootteess  ppeenneerrbbii ttaann  AAkkttaa  KKuuaassaa  ttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  NNoommoorr  ::  22001122  

kkaarreennaa  ddiirriinnyyaa  mmeerraassaa  ttiiddaakk  ppeerrnnaahh  mmeemmbbuuaatt  aakkttaa  tteerrsseebbuutt,,  bbaahhkkaann  ttiiddaakk  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

ppeerrnnaahh  ddaattaanngg  kkee  KKaannttoorr  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII,,  sseehhaarruussnnyyaa  PPeenngggguuggaatt  mmeellaappoorrkkaann  

hhaall  iinnii   kkee  ppoolliissii   kkaarreennaa  ddiidduuggaa  tteellaahh  tteerrjjaaddii   ttiinnddaakk  ppiiddaannaa  ppeemmaallssuuaann;;  

1166..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  ssuurraatt  kkuuaassaa  tteerrttaannggggaall  11  MMaarreett  22001122  yyaanngg  ddii jjaaddiikkaann  ddaassaarr  oolleehh  

TTeerrgguuggaatt  IIXX  uunnttuukk  mmeennggaajjuukkaann  eekksseekkuussii   kkeeppaaddaa  KKeettuuaa  PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii   

BBooggoorr  mmeennggaanndduunngg  mmaakkssuudd  bbeerrttiinnddaakk  mmeewwaakkii llii   AAnnggggoottaa  PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  0033  

ddaann  0044;;  

1177..  BBaahhwwaa  bbeennaarr  TTeerrgguuggaatt  II  ppeerrnnaahh  mmeellaappoorrkkaann  TTeerrgguuggaatt  VVII  kkeeppaaddaa  PPoollrreess  MMeettrroo  

DDeeppookk  aattaass  dduuggaaaann  tteennttaanngg  TTiinnddaakk  PPiiddaannaa  PPeemmaallssuuaann  SSuurraatt  yyaaii ttuu  bbeerruuppaa  

SSuurraatt  PPeenneettaappaann  EEkksseekkuussii   NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//11999977//PPNN..BBggrr..  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  

oolleehh  TTeerrgguuggaatt  VVII  kkeeppaaddaa  TTeerrgguuggaatt  II;;  

1188..  BBaahhwwaa  sseessuuaaii   ppuuttuussaann  MMaahhkkaammaahh  AAgguunngg  RRII  sseebbaaggaaiimmaannaa  ppuuttuussaann  NNoo..  881155  

PPKK//PPDDTT//22001111  ttaannggggaall  1166  MMeeii   22001122  JJoo..  PPuuttuussaann  MMaahhkkaammaahh  AAgguunngg  RRII  ddaallaamm  

TTiinnggkkaatt  PPeenniinnjjaauuaann  KKeemmbbaallii   NNoo..  558888  PPKK//PPddtt//22000022  ttaannggggaall  2222  SSeepptteemmbbeerr  22000044  

ttaannaahh  oobbyyeekk  sseennggkkeettaa  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  ppeerrddaattaa  NNoommoorr  ::  116611//PPddtt..GG//PPNN..BBggrr..  

aaddaallaahh  hhaakk  ppaarraa  AAnnggggoottaa  PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  0033--0044  DDeeppookk;;  

1199..  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  II  ssaannggaatt  kkeebbeerraattaann  uunnttuukk  ddiibbeebbaannkkaann  mmeemmbbaayyaarr  ggaannttii   rruuggii   

bbaaiikk  sseennddiirrii --sseennddiirrii   mmaauuppuunn  sseeccaarraa  ttaanngggguunngg  rreenntteenngg  sseebbaaggaaiimmaannaa  ppeettii ttuumm  

PPeenngggguuggaatt,,  mmeennggiinnggaatt  TTeerrgguuggaatt  II    ttiiddaakk  aaddaa  mmeellaakkuukkaann  ppeerrbbuuaattaann  mmeellaawwaann  

hhuukkuumm,,  kkaalluuppuunn  aaddaa  tteerrjjaaddiinnyyaa  ppeemmaallssuuaann  aaddaallaahh  mmeerruuppaakkaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  

ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  IIII  ddaann  TTeerrgguuggaatt  IIVV,,  bbaahhkkaann  sseebbaalliikknnyyaa  bbaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  II  yyaanngg  

tteellaahh  mmeennggaallaammii  kkeerruuggiiaann  aakkiibbaatt  aaddaannyyaa  ppeemmaallssuuaann  ddaallaamm  aakkttaa  kkuuaassaa  

tteerrsseebbuutt  ((qquuaadd  nnoonn));;  

2200..  BBaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ffaakkttaa--ffaakkttaa  hhuukkuumm  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass,,  mmaakkaa  TTeerrgguuggaatt  II  

mmoohhoonn  ddiikkeelluuaarrkkaann  sseebbaaggaaii   ppiihhaakk  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  aa  qquuoo,,  sseebbaabb  kkaalluuppuunn  bbeennaarr  

aaddaa  ppiihhaakk  yyaanngg  ppaallssuu  aaddaallaahh  bbuukkaann  ddiisseebbaabbkkaann  ddaarrii   rreekkaayyaassaa  TTeerrgguuggaatt  II,,  

mmeellaaiinnkkaann  sseeppeennuuhhnnyyaa  mmeennjjaaddii   ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  TTeerrgguuggaatt  IIII  ddaann  TTeerrgguuggaatt  IIVV  

bbeerrssaammaa  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII;;  

2211..  BBaahhwwaa  sseellaannjjuuttnnyyaa  TTeerrgguuggaatt  II  mmoohhoonn  kkeeppaaddaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  uunnttuukk  

mmeennyyaattaakkaann  mmeennoollaakk  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  aattaauu  sseettiiddaakk--ttiiddaakknnyyaa  mmeennyyaattaakkaann  

gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddii tteerriimmaa;;        

JAWABAN TERGUGAT VI :  

DDeennggaann  iinnii   mmeennggaajjuukkaann  EEkksseeppssii   bbeerrddaassaarrkkaann  aallaassaann--aallaassaann  ddaann  ddaallii ll--ddaallii ll  

sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

DDAALLAAMM  EEKKSSEEPPSSII  ::  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Hal 32 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

11..  EEkksseeppssii   KKoommppeetteennssii   AAbbssoolluutt  ((eexxcceeppttiioonn  ddeecclliinnaattooiirr))..  

BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  VVII  ((RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn)),,  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  iinnggiinn  mmeemmbbeerriikkaann  

ttaannggggaappaann  tteerrhhaaddaapp  mmaatteerrii   gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ddiimmaakkssuudd,,  kkaarreennaa  aappaa  yyaanngg  

mmeennjjaaddii   aallaassaann  ddaallaamm  ddaallii ll  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  sseeccaarraa  ssuubbssttaannttii ff  mmeerruuppaakkaann  

kkeewweennaannggaann  aabbssoolluutt  PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii   KKoottaa  DDeeppookk,,  ddeennggaann  aallaassaann  sseebbaaggaaii   

bbeerriikkuutt  ::  

11))      BBaahhwwaa  PPeenngggguuggaatt  ddii   ddaallaamm  gguuggaattaannnnyyaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiiddaaffttaarrkkaann  ppaaddaa  

ttaannggggaall  2299  MMeeii   22001133,,  ddeennggaann  NNoommoorr  221188//PPddtt..GG//22001133//PPNN..JJkktt..TTiimm..,,  aaddaallaahh  

gguuggaattaann  mmeennggeennaaii   ttaannaahh  ggaarraappaann  sseelluuaass  333322..223344  MM22  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii   

KKaammppuunngg  SSeerraapp,,  KKeelluurraahhaann  TTiirrttaajjaayyaa,,  KKeeccaammaattaann  SSuukkmmaajjaayyaa,,  KKoottaa  

DDeeppookk  ((ddaahhuulluu  DDeessaa  SSuukkmmaajjaayyaa,,  KKeeccaammaattaann  SSuukkmmaajjaayyaa,,  KKaabbuuppaatteenn  

BBooggoorr));;  

22))      BBaahhwwaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  PPaassaall  114422  aayyaatt  ((55))  RRBBGG,,  ““DDaallaamm  gguuggaattaann  

mmeennggeennaaii   bbaarraanngg  tteettaapp  mmaakkaa  gguuggaattaann  ddiiaajjuukkaann  kkeeppaaddaa  KKeettuuaa  PPeennggaaddii llaann  

NNeeggeerrii   ddii   wwii llaayyaahh  lleettaakk  bbaarraanngg  tteettaapp  tteerrsseebbuutt””,,  oolleehh  kkaarreennaa  ii ttuu  TTeerrgguuggaatt  VVII  

ddaallaamm  bbaannttaahhaannnnyyaa  mmeennyyaattaakkaann  ““bbaahhwwaa  PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii   JJaakkaarrttaa  

TTiimmuurr  ttiiddaakk  bbeerrwweennaanngg  mmeennggaaddii llii   ppeerrkkaarraa  aa  qquuoo””;;  

33))      BBaahhwwaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  PPaassaall  113322  RRVV  ““DDaallaamm  hhaall  hhaakkiimm  ttiiddaakk  

bbeerrwweennaanngg  kkaarreennaa  jjeenniiss  ppookkookk  ppeerrkkaarraannyyaa,,  mmaakkaa  iiaa  mmeesskkiippuunn  ttiiddaakk  

ddiiaajjuukkaann  ttaannggkkiissaann  tteennttaanngg  kkeettiiddaakkwweennaannggaannnnyyaa,,  kkaarreennaa  jjaabbaattaannnnyyaa  

wwaajjiibb  mmeennyyaattaakkaann  ddiirriinnyyaa  ttiiddaakk  bbeerrwweennaanngg””;;  

44))      BBaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppeerrkkaarraa  NNoommoorr  ::  221188//PPddtt..GG//22001133//PPNN..JJkktt..TTiimm,,  mmaakkaa  

ssuuddaahh  sseeppaattuuttnnyyaa  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  sseeccaarraa  eexx  ooffffiicciioo,,  wwaajjiibb  mmeennyyaattaakkaann  ddiirrii   

ttiiddaakk  bbeerrwweennaanngg  mmeennggaaddii llii   ppeerrkkaarraa  yyaanngg  ddiippeerriikkssaannyyaa,,  aappaabbii llaa  ppeerrkkaarraa  

ddiiaajjuukkaann  sseeccaarraa  aabbssoolluutt  bbeerraaddaa  ddii   lluuaarr  yyuurriissddiikkssiinnyyaa  aattaauu  tteerrmmaassuukk  ddaallaamm  

KKeewweennaannggaann  lliinnggkkuunnggaann  ppeerraaddii llaann  llaaiinn..  

22..  EEkksseeppssii   IIddeennttii ttaass  TTeerrgguuggaatt  VVII..  

11))  BBaahhwwaa  ddii   ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  NNoommoorr  221188//PPddtt..GG//22001133//PPNN..JJkktt..TTiimm..,,  

kkaabbuurr  ddaann  ttiiddaakk  jjeellaass  mmeennggeennaaii   nnaammaa  jjeellaass  ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  VVII  RRuuddii   bbiinn  

AAllffoonnss  aalliiaass  IIrr..  RRuuddii   bbiinn  HH..MM..  SSaammiinn  aalliiaass  RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn,,  SS..EE..  

22))  BBaahhwwaa  ddii   ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  mmeennyyeebbuuttkkaann  nnaammaa  TTeerrgguuggaatt  VVII  ““RRuuddii   

bbiinn  AAllffoonnss  aalliiaass  IIrr..  RRuuddii   bbiinn  HH..MM..  SSaammiinn  aalliiaass  RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn,,  SS..EE””,,  yyaanngg  

kkeedduudduukkaannnnyyaa  sseebbaaggaa  aannaakk  kkaanndduunngg  ddaarrii   NNyy..  HHeerrnnaa  bbiinnttii   SSaammiinn  ((iibbuu  

kkaanndduunngg  RRuuddii   bbiinn  AAllffoonnss))  mmaauuppuunn  ccuuccuu  kkaanndduunngg  ddaarrii   AAllmmaarrhhuumm  HH..MM..  

SSaammiinn,,  aaddaallaahh  TTIIDDAAKK  JJEELLAASS,,  mmeennggeennaaii   ssiiaappaa  bbiinn  AAllffoonnss  ii ttuu  ??;;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Hal 33 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

--  BBaahhwwaa  bbiinn  aaddaallaahh  ssuuaattuu  iiddeennttii ttaass  yyaanngg  mmeennyyeebbuuttkkaann  aannaakk  oorraanngg  ttuuaa  

kkaanndduunngg  ddaarrii   aannaakk  llaakkii--llaakkii ,,  yyaanngg  ddii llaahhiirrkkaann  ddaarrii   ssuuaattuu  ppeerrnniikkaahhaann;;  

--  BBaahhwwaa  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  PPaassaall  88  RRVV,,  mmeenngghhaarruusskkaann  IIddeennttii ttaass  

ppaarraa  ppiihhaakk  yyaanngg  mmeelliippuuttii   nnaammaa  ((bbeesseerrttaa  bbiinn//bbiinnttii )),,  uummuurr,,  aaggaammaa,,  

ppeekkeerrjjaaaann  ddaann  tteemmppaatt  ttiinnggggaall  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  ii ttuu  hhaarruuss  ddiisseebbuuttkkaann  

sseeccaarraa  jjeellaass  tteennttaanngg  kkeedduudduukkaannnnyyaa  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa;;  

--  BBaahhwwaa  tteerrkkaaii tt  ddeennggaann  RRuuddii   bbiinn  AAllffoonnss,,  sseeccaarraa  tteeggaass  bbuukkaann  mmeerruuppaakkaann  

bbaappaakk  kkaanndduunngg  ddaarrii   RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn,,  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddiibbuukkttiikkaann  

sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerruurraaii   ddiibbaawwaahh  iinnii   ::  

33))  BBaawwaa  TTeerrgguuggaatt  VVII  ((RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn))  mmeemmbbaannttaahh  ddaann  mmeennyyaannggkkaall  sseeccaarraa  

tteeggaass  ddaallii ll  PPeenngggguuggaatt,,  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  kkeedduudduukkaann  TTeerrgguuggaatt  VVII  ((RRuuddii   

HH..MM..  SSaammiinn)),,  sseebbaaggaaii   aannaakk  kkaanndduunngg  ddaarrii   NNyy..  HHeerrnnaa  bbiinnttii   SSaammiinn  ((iibbuu  

kkaanndduunngg  RRuuddii   bbiinn  AAllffoonnss))  mmaauuppuunn  ccuuccuu  kkaanndduunngg  ddaarrii   AAllmmaarrhhuumm  HH..MM..  

SSaammiinn;;  

44))  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  VVII  tteerraannggkkaann  tteerrhhaaddaapp  ddiirrii   MMuuhhaammaadd  SSaammiinn  aaddaallaahh  aayyaahh  

kkaanndduunngg  ddaarrii   ““RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn””  ddaann  MMuuhhaammaadd  SSaammiinn  bbuukkaann  kkaakkeekk  ddaarrii   

TTeerrgguuggaatt  VVII  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt,,  ddaann  iibbuu  

kkaanndduunngg  ““RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn””  aaddaallaahh  SSaa’’aannaahh  bbuukkaann  HHeerrnnaa  bbiinnttii   SSaammiinn  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  

ppaaddaa  KKuuttiippaann  AAkkttaa  KKeellaahhiirraann  CCSSLL  00009988773399,,    NNoommoorr  884488//22000055,,  ttaannggggaall  3300  

DDeesseemmbbeerr  ttaahhuunn  22000055,,  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  DDiinnaass  KKeeppeenndduudduukkaann  ddaann  

CCaattaattaann  SSiippii ll  --------  BBuukkttii   TT..VVII--11  tteerrllaammppiirr;;  

55))  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  VVII  jjuuggaa  mmeemmbbaannttaahh  ddaann  mmeennyyaannggkkaall  sseeccaarraa  tteeggaass  ddaallii ll  

PPeenngggguuggaatt,,  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  HHeerrnnaahh  bbiinnttii   SSaammiinn  aaddaallaahh  iibbuu  kkaanndduunngg  ddaarrii   

TTeerrgguuggaatt  VVII,,  yyaanngg  sseebbeennaarrnnyyaa  HHeerrnnaahh  bbiinnttii   SSaammiinn  aaddaallaahh  kkaakkaakk  kkaanndduunngg  ddaarrii   

TTeerrgguuggaatt  VVII  ““RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn,,SSEE””  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ppaaddaa  ““AAkkttaa  

PPeemmbbaaggiiaann  HHaarrttaa  PPeenniinnggggaallaann””  NNoommoorr  1188//PPPPPPHHPP//22000066//  PPAA..DDppkk  ----------  BBuukkttii   

TT..VVII--33  tteerrllaammppiirr;;      

BBaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  hhaall--hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  ddaappaatt  ddiibbuukkttiikkaann  TTeerrgguuggaatt  VVII,,  mmeerruuppaakkaann  

aannaakk  kkeedduuaa  ddaarrii   ppaassaannggaann  MMuuhhaammaadd  SSaammiinn  ddaann  SSaa’’nnaahh,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  tteerruurraaii   

ddeennggaann  jjeellaass  ddii   bbaawwaahh  iinnii   ::  

11..  SSuurraatt  KKuuttiippaann  AAkkttaa  KKeellaahhiirraann  CCSSLL  00009988773399,,  nnoommoorr  884488//22000055,,  ttaannggggaall  3300  

DDeesseemmbbeerr  ttaahhuunn  22000055  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  DDiinnaass  KKeeppeenndduudduukkaann  ddaann  

CCaattaattaann  SSiippii ll  ((BBuukkttii   TT..VVII--11  tteerrllaammppiirr));;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 49 hal. Put. Nomor 297/PDT/2016/PT.DKI 

22..  SSuurraatt  DDiinnaass  KKeeppeenndduudduukkaann  ddaann  CCaattaattaann  SSiippii ll  NNoommoorr  447700//6666,,  tteerrttaannggggaall  55  

AApprrii ll  22000066  yyaanngg  ddii ttuujjuukkaann  kkeeppaaddaa  KKoommaannddaann  PPuussaatt  PPoolliissii   MMii llii tteerr  KKAASSAATT  IIDDIIKK  

((BBuukkttii   TT..VVII--22  tteerrllaammppiirr));;  

33..  AAkkttaa  PPeemmbbaaggiiaann  HHaarrttaa  PPeenniinnggggaallaann  NNoommoorr  1188//PPPPPPHHPP//22000066//PPAA..DDppkk,,  

tteerrttaannggggaall  99  MMeeii   22000066,,  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  PPeennggaaddii llaann  AAggaammaa  KKoottaa  DDeeppookk  

((BBuukkttii   TT..VVII--33  tteerrllaammppiirr));;  

44..  SSuurraatt  TTaannddaa  TTaammaatt  BBeellaajjaarr  SSeekkoollaahh  MMeenneennggaahh  UUmmuumm  TTiinnggkkaatt  AAttaass,,  NNoommoorr  

0022  OOCC  oohh  00220044771155,,  tteerrttaannggggaall  3300  AApprrii ll  11998844  ((BBuukkttii   TT..IIVV--44  tteerrllaammppiirr));;  

55..  DDaaffttaarr  HHaassii ll  NNii llaaii   EEvvaalluuaassii   BBeellaajjaarr  SSeekkoollaahh  MMeenneennggaahh  UUmmuumm  TTiinnggkkaatt  AAttaass,,  

nnoommoorr  iinndduukk  8811882222224433,,  tteerrttaannggggaall  3300  AApprrii ll  11998844  ((BBuukkttii   TT..VVII--55  tteerrllaammppiirr));;  

66..  SSuurraatt  TTaannddaa  TTaammaatt  BBeellaajjaarr  MMeenneennggaahh  UUmmuumm  TTiinnggkkaatt  PPeerrttaammaa,,  NNoommoorr  0022  OOBB  

oobb  00888899886677  ((BBuukkttii   TT..VVII--66  tteerrllaammppiirr));;  

77..  DDaaffttaarr  HHaassii ll  NNii llaaii   EEvvaalluuaassii   BBeellaajjaarr  SSeekkoollaahh  MMeenneennggaahh  UUmmuumm  TTiinnggkkaatt  

PPeerrttaammaa,,  NNoommoorr  IInndduukk  778811224455,,  tteerrttaannggggaall  1122  MMeeii   11998811  ((BBuukkttii   TT..VVII--77  

tteerrllaammppiirr));;  

88..  SSuurraatt  TTaannddaa  TTaammaatt  BBeellaajjaarr  DDaassaarr  NNoommoorr  118888888888,,  tteerrttaannggggaall  1166  NNooppeemmbbeerr  

11997777  ((BBuukkttii   TT..VVII--88  tteerrllaammppiirr));;  

99..  DDaaffttaarr  NNii llaaii   SSeekkoollaahh  DDaassaarr,,  nnoommoorr  iinndduukk  003333  tteerrttaannggggaall  1166  NNooppeemmbbeerr  11997777  

((BBuukkttii   TT..VVII--99  tteerrllaammppiirr));;  

1100..  IIjjaazzaahh  SSeekkoollaahh  TTiinnggggii   IIllmmuu  EEkkoonnoommii  KKaallppaattaarruu,,  NNoommoorr  

RR..0066..001177..22..0022..1100..004433117766,,  tteerrttaannggggaall  2200  MMaarreett  22000066  ((BBuukkttii   TT..VVII--1100  tteerrllaammppiirr));;  

1111..  SSuurraatt  TTeennttaarraa  NNaassiioonnaall  IInnddoonneessiiaa  AAnnggkkaattaann  DDaarraatt  AAkkaaddeemmii  MMii llii tteerr  NNoommoorr  

3322//AADD//9922//9933,,  tteerrttaannggggaall  1100  JJuunnii   11999933  ((BBuukkttii   TT..VVII--1111  tteerrllaammppiirr));;  

1122..  SSuurraatt  IIjjiinn  OOrraanngg  TTuuaa  uunnttuukk  mmeemmaassuukkii   PPeennddiiddiikkaann  MMii llii tteerr  yyaanngg  ddii ttaannddaattaannggaannii   

oolleehh  MM..  SSaammiinn,,  tteerrttaannggggaall  22  JJuullii   11998844  ((BBuukkttii   TT..VVII--1122  tteerrllaammppiirr));;  

1133..  PPeettiikkaann  SSuurraatt  KKeeppuuttuussaann  NNoommoorr  SSkkeepp//2211//II//11999944,,  tteennttaanngg  MMaassaa  DDiinnaass  PPeerrwwiirraa  

FFiikkttii ff  BBaaggii   PPaarraa  PPeerrwwiirraa  PPrraajjuurrii tt  WWaajjiibb  PPeennggeerraahhaann  GGeelloommbbaanngg  IIII,,  

TT..AA..11999922//11999933,,  tteerrttaannggggaall  66  JJaannuuaarrii   11999944  ((BBuukkttii   TT..VVII--1133  tteerrllaammppiirr));;  

1144..  PPeettiikkaann  SSuurraatt  KKeeppuuttuussaann  NNoommoorr  SSkkeepp//110099//PP//IIII//11999999,,  tteennttaanngg  PPeemmbbeerrhheennttiiaann  

TTiiddaakk  DDeennggaann  HHoorrmmaatt  DDaarrii   DDiinnaass  KKeepprraajjuurrii ttaann  AAnnggkkaattaann  BBeerrsseennjjaattaa  RReeppuubblliikk  

IInnddoonneessiiaa,,  tteerrttaannggggaall  2255  FFeebbrruuaarrii   11999999  ((BBuukkttii   TT..VVII--1144  tteerrllaammppiirr));;  

1155..  IIjjaassaahh  KKoommaannddaann  PPuussaatt  PPeennddiiddiikkaann  AAjjuuddaann  JJeennddeerraall,,  nnoommoorr  

IIZZ//0099//CC//II//2211//11999977,,  tteerrttaannggggaall  1111  JJaannuuaarrii   11999977  ((BBuukkttii   TT..VVII--1155  tteerrllaammppiirr));;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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1166..  SSuurraatt  KKeetteerraannggaann  CCaattaattaann  KKeeppoolliissiiaann,,  NNoommoorr  SSKKCCKK//  YYAANNMMAASS//  

22220000//IIVV//22001133//DDIITT  IINNTTEELLKKAAMM,,  mmeenneerraannggkkaann  bbaahhwwaa  RRuuddii   HHMM..  SSaammiinn,,SSEE..  

ttiiddaakk  mmeemmii lliikkii   ccaattaattaann  aattaauu  KKeetteerrttiibbaann  ddaallaamm  KKeeggiiaattaann  KKrriimmiinnaall  aappaappaauunn,,  

tteerrttaannggggaall  1111  AApprrii ll  22001133  ((BBuukkttii   TT..VVII--1166  tteerrllaammppiirr));;  

1177..  SSuurraatt  PPeerrnnyyaattaaaann  tteerrttaannggggaall  2233  SSeepptteemmbbeerr  11998888,,  yyaanngg  mmeenneerraannggkkaann  bbaahhwwaa  

MM..  SSaammiinn,,  MM..  AArrii ffiinn,,  RR..  SSooeeggiiaarrttoo,,  AAlleexx  MMiinnttaarrggoo,,  RRaajjiimmaann,,  aaddaallaahh  PPeennggggaarraapp  

ttaannaahh  ggaarraappaann  sseelluuaass  2200  HHaa  ((mmaassiinngg--mmaassiinngg  sseelluuaass  44  HHaa)),,  sseejjaakk  NNooppeemmbbeerr  

11998877  ((BBuukkttii   TT..VVII--1177  tteerrllaammppiirr));;    

1188..  FFoottoo  ccooppyy    KKTTPP  TTeerrgguuggaatt  VVII,,  yyaanngg  tteellaahh  ddii lleeggaalliissii rr  ddeennggaann  nnoommoorr  rreeggiisstteerr  

447700//116611--PPeemm,,  tteerrttaannggggaall  1100  AApprrii ll  22001133  ((BBuukkttii   TT..VVII--1188  tteerrllaammppiirr));;  

1199..  SSuurraatt  MMaahhkkaammaahh  AAgguunngg  RReeppuubblliikk  IInnddoonneessiiaa,,  NNoommoorr  

11004488//PPAANN..22//229944//PP//1111//SSKK..PPeerrdd,,  tteerrttaannggggaall  2200  JJuullii   22001111  ppeerriihhaall  ppeerrmmoohhoonnaann  

ffaattwwaa  ddaann  kkeeppaassttiiaann  hhuukkuumm  tteerrhhaaddaapp  ppuuttuussaann  PPKK  ddii   aattaass  PPKK  ddaann  mmoohhoonn  

ppeettuunnjjuukk  aaggaarr  tteerrllaakkssaannaa  eekksseekkuussii   ppuuttuussaann  NNoommoorr  0044//PP..EEkkss//22000055//PPNN..BBggrr..  JJoo  

NNoommoorr  558888  PPKK//PPddtt//22000022  JJoo..  NNoommoorr  660033//PPddtt//11998888//PPTT..BBddgg..  JJoo  NNoommoorr  

116611//PPddtt//GG//11999977//PPNN..BBggrr..,,  yyaanngg  ssuuddaahh  iinnkkrraacchh  ((BBuukkttii   TT..VVII--1199  tteerrllaammppiirr));;  

2200..  BBeerrii ttaa  AAccaarraa  EEkksseekkuussii   PPeemmbboonnggkkaarraann  ;;    

2211..  AAkkttaa  KKeesseeppaakkaattaann  BBeerrssaammaa  aannttaarraa  RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn  ddeennggaann  AA..  KKaarriimm,,  

tteerrttaannggggaall  1188  JJuunnii   22000066,,  yyaanngg  AAkkttaa  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  ddii lleeggaalliissaassii   oolleehh  NNoottaarriiss  

DDeeddyy  SSuuwwaannddyy,,  SS..HH..  tteerrttaannggggaall  1188  JJuunnii   22000066,,  NNoommoorr  1122//LL//VVII//22000066  ((BBuukkttii   

TT..VVII--2211  tteerrllaammppiirr));;  

33..  IIddeennttii ttaass  PPeenngggguuggaatt..  

11..      BBaahhwwaa  iiddeennttii ttaass  PPeenngggguuggaatt  ddaallaamm  gguuggaattaann  NNoommoorr  

221188//PPddtt..GG//22001133//PPNN..JJkktt..TTiimm..  mmeennggeennaaii   tteemmppaatt  kkeellaahhiirraann  PPeenngggguuggaatt  

TTIIDDAAKK  SSEESSUUAAII  DDEENNGGAANN  KKTTPP,,  ddiimmaannaa  PPeenngggguuggaatt  mmeennuulliisskkaann  tteemmppaatt  

llaahhiirr  GGaarruutt,,  1111  JJuullii   11994400,,  aakkaann  tteettaappii   ddii   ddaallaamm  KKTTPP  PPeenngggguuggaatt  llaahhiirr  ttaahhuunn  

11994499;;  

--  IIddeennttii ttaass  PPeenngggguuggaatt  mmeennggeennaaii   ttaahhuunn  kkeellaahhiirraann  jjeellaass  bbeerrtteennttaannggaann  

ddeennggaann  PPaassaall  88  RRVV,,  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  IIddeennttii ttaass  ddaann  PPeenngggguuggaatt  hhaarruuss  

jjeellaass;;  

22..      BBaahhwwaa  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  TTEERRDDAAKKWWAA,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  

PPuuttuussaann  MMaahhkkaammaahh  AAgguunngg  NNoommoorr  442222  KK//PPiidd//22000077,,  aaddaappuunn  ppeerrbbuuaattaann    

yyaanngg  ddii llaakkuukkaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  ““bbaaiikk  sseebbaaggaaii   oorraanngg  yyaanngg  

mmeellaakkuukkaann,,  mmeennyyuurruuhh  mmeellaakkuukkaann,,  aattaauu  ttuurruutt  mmeellaakkuukkaann,,  bbaarraanngg  ssiiaappaa  

mmeemmbbuuaatt  ssuurraatt  ppaallssuu  aattaauu  mmeemmaallssuukkaann  ssuurraatt,,  yyaanngg  ddaappaatt  mmeenneerrbbii ttkkaann  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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ssuuaattuu  hhaakk,,  sseessuuaattuu  ppeerrjjaannjjiiaann  ((kkeewwaajjiibbaann))  aattaauu  sseessuuaattuu  ppeerrbbuuaattaann,,  

ddeennggaann  mmaakkssuudd  aakkaann  mmeenngggguunnaakkaann  aattaauu  mmeennyyuurruuhh  oorraanngg  llaaiinn  

mmeenngggguunnaakkaann  ssuurraatt--ssuurraatt  ii ttuu  sseeoollaahh--oollaahh  ssuurraatt  ii ttuu  aassllii   ddaann  ttiiddaakk  

ddiippaallssuukkaann””  yyaanngg  tteellaahh  mmeenngggguunnaakkaann  aattaauu  mmeennggeelluuaarrkkaann  ssuurraatt--ssuurraatt  

yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkoopp  ddaann  sstteemmppeell  PPEEPPAABBRRII,,  RRaannttiinngg  0044  JJaallaann  HH..  

SSeemmaann  NNoommoorr  2233  CCiippaayyuunngg  SSuukkmmaajjaayyaa,,  KKoottiipp  DDeeppookk,,  yyaanngg  ddii ttaannddaattnnggaannii   

oolleehh  TTEERRDDAAKKWWAA  ““ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt””  ((BBuukkttii   TT..VVII--2222  

tteerrllaammppiirr));;  

BBaahhwwaa  aaddaappuunn  ssuurraatt--ssuurraatt  yyaanngg  TTeerrddaakkwwaa  ((ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   PPeenngggguuggaatt))  

ttaannddaattaannggaannii   ddaann  jjeenniiss  ssuurraatt  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt::  

11))      SSuurraatt  NNoommoorr  55//PPRR--0044//VV//22000000,,  tteerrttaannggggaall  1111  MMeeii   22000000  ddaann  ssuurraatt  

tteerrttaannggggaall  2200  AApprrii ll  22000000  yyaanngg  ddii ttuujjuukkaann  kkeeppaaddaa  KKeeppaallaa  KKeelluurraahhaann  

TTiirrttaajjaayyaa  yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  KKoopp  SStteemmppeell  PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  0044  ddaann  

ddii ttaannddaattnnggaannii   oolleehh  TTEERRDDAAKKWWAA  ““ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt””;;  

22))      SSuurraatt  PPeerrnnyyaattaaaann  tteerrttaannggggaall  2222  MMaarreett  22000000,,    yyaanngg  bbeerriissii   PPeennggaajjuuaann  

PPeemmbbuuaattaann  SSPPPPTT  aattaass  nnaammaa  aannggggoottaa--aannggggoottaa  PPEEPPAABBRRII  aattaass  ttaannaahh  yyaanngg  

tteerrlleettaakk  ddii   KKpp..  PPaarruunngg  SSeerraabb,,  KKeelluurraahhaann  TTiirrttaajjaayyaa,,  KKeeccaammaattaann  

SSuukkmmaajjaayyaa,,  KKoottaa  DDeeppookk,,  yyaanngg  ddii ttaannddaattaannggaannii   oolleehh  tteerrddaakkwwaa  ““ddaallaamm  

ppeerrkkaarraa  iinnii   sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt””;;  

33))      11  ((ssaattuu))  lleemmbbaarr  kkwwii ttaannssii   yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  sseetteemmppeell  ddaann  kkoopp  PPEEPPAABBRRII  

ttaannggggaall  88  JJuullii   22000022  sseennii llaaii   RRpp..55..000000..000000,,--  ((lliimmaa  jjuuttaa  rruuppiiaahh)),,  yyaanngg  

ddii ttaannddaattaannggaannii   oolleehh  TTEERRDDAAKKWWAA  ““ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt””,,  

11  ((ssaattuu))  lleemmbbaarr  kkwwiittaannssii   yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  sstteemmppeell  ddaann  kkoopp  PPEEPPAABBRRII  

ttaannggggaall  1111  DDeesseemmbbeerr  22000044  sseennii llaaii   RRpp..11..550000..000000,,--  ((ssaattuu  jjuuttaa  lliimmaa  rraattuuss  

rriibbuu  rruuppiiaahh)),,  yyaanngg  ddii ttaannddaattaannggaannii   oolleehh  TTEERRDDAAKKWWAA  ““ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   

sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt;;  

--  BBaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ssuurraatt  kkeeppuuttuussaann  NNoommoorr  SSKKEEPP//--11//DDPPCC--KKDD//IIII//22000000,,  

ttaannggggaall  2211  FFeebbrruuaarrii   22000000  tteennttaanngg  PPeennggeessaahhaann  ddaann  PPeenngguukkuuhhaann  

SSuussuunnaann  PPeerrssoonnaalliiaa  KKeeppeenngguurruussaann  PPiimmppiinnaann  AAnnaakk  CCaabbaanngg  PPEEPPAABBRRII,,  

sseewwii llaayyaahh  DDeewwaann  PPiimmppiinnaann  CCaabbaanngg  PPEEPPAABBRRII  KKoottaa  DDeeppookk  

mmeemmuuttuusskkaann  uunnttuukk  mmaassaa  bbaakkttii   11999999--22000022,,  sseebbaaggaaii   kkeettuuaa  aaddaallaahh  

ssaauuddaarraa  EEddyy  DDaaddii   RRoossaaddii ,,  WWaakkii ll  KKeettuuaa  ssaauuddaarraa  WWaarrssoonnoo  ddaann  

SSeekkrreettaarriiss  ssaauuddaarraa  SSuuppaannggkkaatt;;  

--  BBaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  ssuurraatt  KKeeppuuttuussaann  NNoommoorr  SSKKEEPP--0055//PPAACC//XXIIII//11999999,,  

ttaannggggaall  3300  DDeesseemmbbeerr,,  tteennttaanngg  PPeennggeessaahhaann  ddaann  PPeenngguukkuuhhaann  SSuunnaannaann  

PPeerrssoonnaalliiaa  KKeeppeenngguurruussaann  PPiimmppiinnaann  RRaannttiinngg  PPEEPPAABBRRII  0044  KKeelluurraahhaann  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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SSuukkmmaajjaayyaa  wwii llaayyaahh  ppiimmppiinnaann  aannaakk  ccaabbaanngg  PPEEPPAABBRRII  KKeeccaammaattaann  

SSuukkmmaajjaayyaa  KKoottaa  DDeeppookk  mmeemmuuttuusskkaann  uunnttuukk  KKeettuuaa  aaddaallaahh  ssaauuddaarraa  

KKaarriimm  bbiinn  SSaalleehh  ddaann  uunnttuukk  sseekkrreettaarriiss  NNyyoonnyyaa  SSiinnaahh  bbiinnttii   MMaassiimm;;  

--  BBaahhwwaa  TTEERRDDAAKKWWAA  ““ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  iinnii   sseebbaaggaaii   PPeenngggguuggaatt””,,  

mmeennggeelluuaarrkkaann  ssuurraatt--ssuurraatt  ddaann  kkwwiittaannssii   yyaanngg  mmeenngggguunnaakkaann  kkoopp  

PPEEPPAABBRRII  RRaannttiinngg  0044  JJaallaann  HH..  SSeemmaann  NNoommoorr  2233  CCiippaayyuunngg  SSuukkmmaajjaayyaa,,  

KKoottiipp  DDeeppookk  yyaanngg  ddii ttaannddaattggaannii   oolleehh  TTEERRDDAAKKWWAA..  

33..  BBaahhwwaa  TTeerrgguuggaatt  VVII  ((RRuuddii   HH..MM..  SSaammiinn)),,  ttuuggaasskkaann  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  

TTEERRDDAAKKWWAA,,  ddiimmaannaa  KKeejjaakkssaaaann  NNeeggeerrii   KKoottaa  DDeeppookk  mmeennggeelluuaarrkkaann  ssuurraatt  

NNoommoorr  22667733//00..22..3344//EEpppp..11//1111//22001122,,  yyaanngg  ddii ttuujjuukkaann  kkeeppaaddaa  KKeeppaallaa  KKeeppoolliissiiaann  

KKoottaa  RReessoorrtt  DDeeppookk,,  ppeerriihhaall  BBaannttuuaann  PPeennccaarriiaann  OOrraanngg..  BBuukkttii   TT..VVII--2233  

tteerrllaammppiirr;;  

DDeennggaann  iinnii   iiddeennttii ttaass  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

NNaammaa  LLeennggkkaapp  ::    UUDDJJEE  ZZAAIINNUUDDIINN  BBiinn  AAllmm  EENNTTAANNGG;;  

TTeemmppaatt  llaahhiirr  ::    GGaarruutt;;  

UUmmuurr//ttaannggggaall  llaahhiirr  ::    7722  ttaahhuunn//  1111  JJuullii   11994400;;  

JJeenniiss  KKeellaammiinn  ::    LLaakkii--llaakkii ;;  

KKeebbaannggssaaaann  ::    IInnddoonneessiiaa;;  

TTeemmppaatt  TTiinnggggaall  ::    TTaammaann  CCiimmaannggggiiss  IInnddaahh  BBllookk  AA  NNoo..1100  RRTT..1144  

KKeelluurraahhaann  SSuukkaammaajjuu,,  KKeeccaammaattaann  SSuukkmmaajjaayyaa,,  

KKoottaa  DDeeppookk..  

44..  EEkksseeppssii   EErrrroorr  iinn  PPeerrssoonnaa..  

11))  BBaahhwwaa  PPeenngggguuggaatt  ddii   ddaallaamm  PPoossii ttaa  PPooiinn  6677,,6688,,6699,,  yyaanngg  iinnttiinnyyaa  mmeennyyaattaakkaann  

kkeekkuurraanngg  hhaattii --hhaattiiaann  KKeettuuaa  PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii   BBooggoorr””..  

--  BBaahhwwaa  tteellaahh  nnyyaattaa  ddaann  jjeellaass  PPeenngggguuggaatt  ddii   ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt,,  

kkuurraanngg  ppiihhaakk  ((eexxcceeppttiioonn  pplluurriiuumm  llii ttiiss  ccoonnssoorrttiiuumm)),,  ddiimmaannaa  PPeenngggguuggaatt  

ddaallaamm  gguuggaattaannnnyyaa  sseehhaarruussnnyyaa  mmeennggiikkuutt  sseerrttaa  KKeettuuaa  PPeennggaaddii llaann  

NNeeggeerrii   BBooggoorr  ddaallaamm  ppiihhaakk  sseebbaaggaaii   TTeerrgguuggaatt,,  kkaarreennaa  yyaanngg  mmeenneerrbbii ttkkaann  

PPeenneettaappaann  NNoommoorr  0044//EEkkss//22000055//PPNN..BBggrr..  JJoo  116611//PPddtt//GG//11999977//PPNN..BBggrr..  

aaddaallaahh  PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii   BBooggoorr..  

55..  EEkksseeppssii   OObbssccuuuurr  LLiibbeell..  

11))  BBaahhwwaa  ddii   ddaallaamm  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  mmeemmppeerrssooaallkkaann  ttaannaahh  sseelluuaass  kkuurraanngg  

lleebbiihh  333322..223344  MM22  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii   kkaammppuunngg  SSeerraapp,,  KKeelluurraahhaann  TTiirrttaajjaayyaa,,  

KKeeccaammaattaann  SSuukkaajjaayyaa,,  KKoottaa  DDeeppookk  ((ddaahhuulluu  DDeessaa  SSuukkaammaajjaayyaa,,  KKeeccaammaattaann  

SSuukkaammaajjaayyaa,,  KKaabbuuppaatteenn  BBooggoorr));;  

Disclaimer
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--  BBaahhwwaa  tteellaahh  nnyyaattaa  ddaann  jjeellaass  ttiiddaakk  mmeennyyeebbuuttkkaann  bbaattaass--bbaattaass  oobbyyeekk  

ttaannaahh  yyaanngg  ddiippeerrmmaassaallaahhkkaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt,,  sseehhiinnggggaa  gguuggaattaann  

PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  tteerraanngg  aattaauu  iissiinnyyaa  ggeellaapp  ((oonndduuiiddeellii jjkk));;  

22))  BBaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppoossii ttaa  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  ppooiinn  22  ““HH..MM..  SSaammiinn//oorraanngg  ttuuaa  

TTeerrgguuggaatt  VV””  ddaann  ppooiinn  1122  ““AA..  KKaarriimm  oorraanngg  ttuuaa  TTeerrgguuggaatt  VV””  sseeddaannggkkaann  ddii   

ddaallaamm  ppiihhaakk  yyaanngg  ddiigguuggaattaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  mmeennyyaattaakkaann  TTeerrgguuggaatt  VV””  

sseeddaannggkkaann  ddii   ddaallaamm  ppiihhaakk  yyaanngg  ddiigguuggaattaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  mmeennyyaattaakkaann  

TTeerrgguuggaatt  VV  aaddaallaahh  aahhllii   wwaarriiss  AAllmm..  HH..  MMuuhhaammaadd  SSaammiinn,,  yyaaii ttuu  NNyy..  HHeerrnnaa  

bbiinnttii   SSaammiinn  ((iibbuu  kkaanndduunngg  RRuuddii   bbiinn  AAllffoonnss)),,  sseeddaannggkkaann  AA..  KKaarriimm  ddii   ddaallaamm  

ppiihhaakk  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  TTeerrgguuggaatt  IIVV,,  yyaaii ttuu  ppaarraa  aahhllii   wwaarriiss  AAbbdduull  

KKaarriimm  ((AA..  KKaarriimm))  aaddaallaahh  SSaallaammuunn  bbiinn  KKaarriimm,,  MMuuhhaammaadd  DDaajjaadd,,  NNyy..  

MMaaeemmuunnaahh,,  NNyy..  MMaaeessaannaahh,,  NNyy..  SSaarriippaahh,,  NNyy..  SSaarraahh  

33))  BBaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  PPoossii ttaa  PPeenngggguuggaatt  ppaaddaa  ppooiinn  1133,,  1144,,  7722,,  mmeenniimmbbuullkkaann  

ppeerrtteennttaannggaann  aannttaarraa  yyaanngg  ssaattuu  ddeennggaann  yyaanngg  llaaiinnnnyyaa,,  sseebbaaggaaiimmaannaa  

TTeerrgguuggaatt  VVII  ddii jjeellaasskkaann  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

--  PPooiinn  1133  ::      

--  HHaakk  TTeerrgguuggaatt  IIIIII  ::    sseelluuaass  55..000000  MM22..  

--    HHaakk  TTeerrgguuggaatt  IIVV  ::    sseelluuaass  55..000000  MM22  

--    HHaakk  TTeerrgguuggaatt  VV  ::    sseelluuaass  11  HHeekkttaarr..  

--  PPooiinn  1144  ::      

--  HHaakk  TTeerrgguuggaatt  IIIIII  ::    sseelluuaass  1155..000000  MM22..  

--    HHaakk  TTeerrgguuggaatt  IIVV  ::    sseelluuaass  1155..000000  MM22..  

--    HHaakk  TTeerrgguuggaatt  VV  ::    TTIIDDAAKK  AADDAA  AATTAAUU  HHIILLAANNGG..  

--  PPooiinn  7722  ::    HHaakk  TTeerrgguuggaatt  IIIIII,,  IIVV,,  VV  aaddaallaahh  kkuurraanngg  lleebbiihh  660000  

MM22..  

BBeerrddaassaarrkkaann  hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  tteellaahh  nnyyaattaa  ddaann  jjeellaass  PPeenngggguuggaatt  tteellaahh  

mmeemmbbuuaatt  ppeerrtteennttaannggaann  ddii   ddaallaamm  ppoossii ttaa  PPeenngggguuggaatt,,  ddaann  mmeennuunnjjuukkaann  

PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  bbaaiikk..  

PPookkookk  GGuuggaattaann  ::  

BBaahhwwaa  tteerrhhaaddaapp  ppoossii ttaa  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  

TTeerrgguuggaatt  VVII  ddeennggaann  TTeerrgguuggaatt  IIII  ((UUddjjee  ppaallssuu)),,  sseehhaarruussnnyyaa  PPeenngggguuggaatt  

mmeemmbbuukkttiikkaann  TTeerrgguuggaatt  IIII  ppaallssuu  ddeennggaann  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  mmeennddaappaattkkaann  

ppuuttuussaann  ppiiddaannaa  ddaarrii   PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii ..  

Disclaimer
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  BBeerrddaassaarrkkaann  aallaassaann--aallaassaann  sseerrttaa  hhaall--hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  TTEERRGGUUGGAATT  VVII  

mmoohhoonn  aaggaarr  MMaajjeelliiss  HHaakkiimm  ppaaddaa  PPeennggaaddii llaann  NNeeggeerrii   JJaakkaarrttaa  TTiimmuurr  yyaanngg  

mmeemmeerriikkssaa  ddaann  mmeennggaaddii llii   ppeerrkkaarraa  iinnii   mmeemmbbeerriikkaann  aammaarr  ppuuttuussaann  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt::  

DDAALLAAMM  EEKKSSEEPPSSII  ::  

MMeennggaabbuullkkaann  EEkksseeppssii   TTeerrgguuggaatt  VVII..  

DDAALLAAMM  PPOOKKOOKK  PPEERRKKAARRAA  ::  

11..  MMeennyyaattaakkaann  PPeenngggguuggaatt  bbuukkaannllaahh  PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  bbaaiikk  ddaann  jjuujjuurr;;  

22..  MMeennoollaakk  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  uunnttuukk  sseelluurruuhhnnyyaa ;;  

33..  MMeennyyaattaakkaann  gguuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ttiiddaakk  ddii tteerriimmaa;;  

44..  MMeenngghhuukkuumm  PPeenngggguuggaatt  mmeemmbbaayyaarr  bbiiaayyaa  yyaanngg  ttiimmbbuull  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  aa  qquuoo;;  

AAttaauu  aappaabbiillaa  MMaajjeelliiss  bbeerrppeennddaappaatt  llaaiinn,,  mmoohhoonn  ppuuttuussaann  yyaanngg  sseeaaddiill--aaddiillnnyyaa  ((EExx  aaeeqquuoo  eett  

bboonnoo))..    

JAWABAN TERGUGAT VIII : 

DDAALLAAMM  EEKKSSEEPPSSII  ::  

GGuuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  OObbssccuuuurr  LLiibbeell  ((KKaabbuurr))..  

II..   PPeerriihhaall  SSuubbyyeekk  GGuuggaattaann  

GGuuggaattaann  PPeenngggguuggaatt  ssaannggaatt  ttiiddaakk  cceerrmmaatt  ddaallaamm  mmeennaarriikk  ddaann//aattaauu  mmeenneennttuukkaann  

ssuubbyyeekk  gguuggaattaann,,  yyaakknnii   ::  

11..  BBaahhwwaa  gguuggaattaann  PPeerrbbuuaattaann  MMeellaawwaann  HHuukkuumm  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  PPeenngggguuggaatt  

aaddaallaahh  ssaannggaatt  ttiiddaakk  cceerrmmaatt  ddaann  ttiiddaakk  tteeppaatt  ddaallaamm  mmeenneennttuukkaann  ppiihhaakk--ppiihhaakk  

yyaanngg  aakkaann  ddii ttaarriikk//ddii jjaaddiikkaann  sseellaakkuu  TTeerrgguuggaatt  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo,,  hhaall  iinnii   

ddiibbuukkttiikkaann  ddeennggaann  ddii jjaaddiikkaannnnyyaa  NNoottaarriiss  HHaajjii   RRIIZZUULL  SSUUDDAARRMMAADDII,,  SS..HH..  

sseebbaaggaaii   TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII,,  sseeddaannggkkaann  ddaallaamm  ppeerrmmaassaallaahhaann  aaqquuoo  kkaappaassii ttaass  HH..  

RRIIZZUULL  SSUUDDAARRMMAADDII,,  SS..HH..  aaddaallaahh  hhaannyyaa  sseebbaaggaaii   PPeejjaabbaatt  NNoottaarriiss  yyaanngg  ddaallaamm  

mmeellaakkuukkaann  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  ddii llaakkuukkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  pprroosseedduurr,,  mmeekkaanniissmmee  ddaann  

ttuuggaass  sseerrttaa  kkeewwaajjiibbaann  sseebbaaggaaiimmaannaa  yyaanngg  ddiiaattuurr  ddaann  ddiiaammaannaattkkaann  ddaallaamm  

ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaannggaann,,  ddiimmaannaa  NNoottaarriiss  aaddaallaahh  ppeejjaabbaatt  uummuumm  yyaanngg  

bbeerrwweennaanngg  uunnttuukk  mmeemmbbuuaatt  aakkttaa  ootteennttiikk  ddaann  kkeewweennaannggaann  llaaiinnnnyyaa  

sseebbaaggaaiimmaannaa  ddiimmaakkssuudd  ddaallaamm  UUnnddaanngg--UUnnddaanngg  NNoommoorr  22  TTaahhuunn  22001144  ((ddaahhuulluu  

PPaassaall  11  aannggkkaa  11  NNoo..  3300  TTaahhuunn  22000044))  tteennttaanngg  JJaabbaattaann  NNoottaarriiss;;  

22..  BBaahhwwaa  ddaallaamm  ppeenneerrbbii ttaann  AAKKTTAA  KKUUAASSAA  tteerrttaannggggaall  2299  FFeebbrruuaarrii   22001122  NNoommoorr  

221111  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  tteellaahh  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaass  ddaann  kkeewwaajjiibbaann  sseellaakkuu  NNoottaarriiss  

ddeennggaann  bbaaiikk  sseebbaaggaaiimmaannaa  yyaanngg  ddii tteennttuukkaann  ddaallaamm  ppeerraattuurraann  ppeerruunnddaannggaann  
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ddaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ssuummppaahh  jjaabbaattaann  yyaanngg  ddiieemmbbaann  yyaakknnii   mmeennjjaallaannkkaann  jjaabbaattaann  

ddeennggaann  aammaannaahh  sseessuuaaii   ddeennggaann  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  yyaanngg  ddiikkeehheennddaakkii   aattaauu  

kkeesseeppaakkaattaann  ppaarraa  ppiihhaakk,,  ddii llaakkuukkaann  ddeennggaann  jjuujjuurr,,  sseekkssaammaa,,  mmaannddiirrii   ddaann  ttiiddaakk  

bbeerrppiihhaakk  ppaaddaa  ssaallaahh  ssaattuu  ppiihhaakk..  DDaann  ssuuddaahh  mmeennjjaallaannkkaann  kkeewwaajjiibbaann  aannttaarraa  

llaaiinn  mmeemmbbaaccaakkaann  aakkttaa  ddii   hhaaddaappaann  ppeenngghhaaddaapp  ddeennggaann  ddiihhaaddiirrii   oolleehh  ppaalliinngg  

sseeddiikkii tt  22  ((dduuaa))  oorraanngg  ssaakkssii   ddaann  ddii ttaannddaa  ttaannggaannii   ppaaddaa  ssaaaatt  ii ttuu  jjuuggaa  oolleehh  

ppeenngghhaaddaapp,,  ssaakkssii   ddaann  NNoottaarriiss,,  sseehhiinnggggaa  hhaall  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  sseessuuaaii   ddeennggaann  

pprroosseedduurr  ddaann  mmeekkaanniissmmee  sseebbaaggaaiimmaannaa  yyaanngg  ddiiaattuurr  ddaallaamm  ppeerraattuurraann  

ppeerruunnddaannggaann;;  

33..  BBaahhwwaa  aakkttaa  yyaanngg  ddiippeerrmmaassaallaahhkkaann  PPeenngggguuggaatt  aaddaallaahh  aakkttaa  ppaarrttii jj  aarrttiinnyyaa  

sseelluurruuhh  iissii ,,  mmaakkssuudd  ddaann  ttuujjuuaann  ddaann  aakkiibbaatt  hhuukkuummnnyyaa  sseeppeennuuhhnnyyaa  kkeehheennddaakk  

ppaarraa  ppiihhaakk  ddaallaamm  hhaall  iinnii   PPeemmbbeerrii   KKuuaassaa  ddaann  PPeenneerriimmaa  KKuuaassaa,,  NNoottaarriiss  hhaannyyaa  

mmeennuulliisskkaann  kkeehheennddaakk  tteerrsseebbuutt  ddaann  kkeemmuuddiiaann  mmeenneerrbbii ttkkaannnnyyaa  ddaallaamm  bbeennttuukk  

aakkttaa  uunnttuukk  bbuukkttii   bbaaggii   kkeedduuaa  bbeellaahh  ppiihhaakk  ((PPeemmbbeerrii   KKuuaassaa  ddaann  PPeenneerriimmaa  

KKuuaassaa))..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ddii ttaarriikknnyyaa  NNoottaarriiss  sseellaakkuu  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  aaddaallaahh  

ssaannggaatt  ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  aazzaass  ddaann  mmeemmppuunnyyaaii   ttuujjuuaann  ((ooppsseett))  aattaauu  

kkeeppeennttiinnggaann  tteerrhhaaddaapp  oobbyyeekk  yyaanngg  ddiikkuuaassaakkaann..  SSeehhiinnggggaa  ssaannggaattllaahh  kkeellii rruu  jjiikkaa  

NNoottaarriiss  iikkuutt  ddii ttaarriikk  sseebbaaggaaii   TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII..  BBaahhwwaa  gguuggaattaann  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  

PPeenngggguuggaatt  yyaanngg  ddaallaamm  mmeenneennttuukkaann  ssuubbyyeekk  gguuggaattaann  ddeennggaann  mmeennaarriikk  ddaann  

mmeennjjaaddiikkaann  NNoottaarriiss  HH..  RRIIZZUULL  SSUUDDAARRMMAADDII,,  SS..HH..  sseellaakkuu  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  aaddaallaahh  

ttiiddaakk  sseessuuaaii   ddeennggaann  hhuukkuumm  yyaanngg  bbeerrllaakkuu..  

44..  BBaahhwwaa  bbeerrddaassaarrkkaann  hhaall--hhaall  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass,,  kkaappaassii ttaass  ddaann  ttaanngggguunngg  jjaawwaabb  

aannttaarraa  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  ddaann  PPaarraa  TTeerrgguuggaatt  llaaiinnnnyyaa  aaddaallaahh  bbeerrbbeeddaa  ddaann  mmaassiinngg--

mmaassiinngg  bbeerrddiirrii   sseennddiirrii ,,  oolleehh  kkaarreennaannnnyyaa  mmaakkaa  gguuggaattaann  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann  oolleehh  

PPeenngggguuggaatt  tteerrhhaaddaapp  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  aaddaallaahh  kkeellii rruu//kkaabbuurr,,  ttiiddaakk  cceerrmmaatt  ddaann  ttiiddaakk  

tteeppaatt  ddaallaamm  mmeenneennttuukkaann  kkaappaassii ttaass  ssuubbyyeekk  gguuggaatt  ddaann//aattaauu  mmeennaarriikk  ppaarraa  

ppiihhaakk  ddaallaamm  ppeerrkkaarraa  aaqquuoo..  OOlleehh  kkaarreennaa  ii ttuu  ddaallaamm    ppeerrkkaarraa  aaqquuoo  sseehhaarruussnnyyaa  

NNoottaarriiss  ttiiddaakk  ppeerrlluu  ddii ttaarriikk  sseebbaaggaaii   TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII,,  sseemmeessttiinnyyaa  bbeerrkkaappaassii ttaass  

sseellaakkuu  TTuurruutt  TTeerrgguuggaatt..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  oolleehh  kkaarreennaannyyaa  gguuggaattaann  yyaanngg  

ddeemmiikkiiaann  sseeppaattuuttnnyyaa  ddii ttoollaakk  oolleehh  PPeennggaaddii llaann  aattaauu  sseettiiddaakk--ttiiddaakknnyyaa  gguuggaattaann  

sseeppaannjjaanngg  mmeennggeennaaii   TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  hhaarruuss  ddii ttoollaakk  aattaauu  sseettiiddaakk--ttiiddaakknnyyaa  ttiiddaakk  

ddaappaatt  ddii tteerriimmaa..  

IIII..   Perihal Obyek Gugatan.  

AA..  Perihal penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan 

Akta.  
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Bahwa gugatan Penggugat dengan cara menggabungkan Perbuatan Melawan 

Hukum dan permintaan pembatalan hukum dan kapasitas serta tanggung 

jawab/konsekuensi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya apabila 

Penggugat satu sisi mengatakan  gugatan pembatalan akta kuasa, satu sisi 

mengatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum disertai tuntutan 

ganti rugi, hal yang demikian Penggugat tidak konsisten dan gugatan yang kabur 

atau tidak jelas sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima. 

DALAM POKOK PERKARA : 

11..  Bahwa segala apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi harap telah 

termasuk dalam bagian eksepsi harap telah termasuk dalam bagian pokok 

perkara;  

22..  Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan 

Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban;  

33..  Bahwa benar Tergugat VIII selaku Pejabat/Notaris yang membuat dan 

menanda tangani Akta Kuasa Nomor 129 tertanggal 17 Februari 2012 dan 

Akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012;  

44..  Bahwa benar Tergugat III dan Tergugat IV selaku Pemberi Kuasa dan 

Tergugat I selaku Penerima Kuasa telah hadir di hadapan Tergugat VIII guna 

pembuatan Akta Kuasa Nomor 129 tertanggal 17 Februari 2012;  

55..  Bahwa benar Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat I selaku 

Penerima Kuasa telah hadir dihadapan Tergugat VIII guna pembuatan Akta 

Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012;  

66..  Bahwa kedua akta tersebut teah dibuat sesuai prosedur yang berlaku, karena  

pada waktu para pihak menghadap Tergugat VIII telah memenuhi 

persyaratan yang berlaku, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang 

berkaitan antara lain identitas (KTP);  

77..  Bahwa karena kedua  akta tersebut pada angka 4 dan 5 adalah akta partij, 

maka Akta Kuasa No. 129 tertanggal 17 Februari 2012 dan No. 211 

tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII adalah akta 

partij dan sama sekali bukan dibuat “oleh” Tergugat VIII, sebagaimana ditulis 

Penggugat dalam point-point gugatannya;  

88..  Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat VIII 

atas terbitnya akta Kuasa Nomor 211 tertanggal 29 Februari 2012, karena 

Tergugat II Pemberi Kuasa yang menghadap adalah palsu bukan Penggugat 

alias UDJE SAINUDDIN (UDJE S.). Tergugat VIII telah mengakomodir 
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keberatan tersebut secara proporsional termasuk menghimbau agar 

penggunaan Akta Kuasa tersebut ditangguhkan sampai dengan dapat 

dipastikan subyek hukum UDJE S. yang asli. Akan tetapi karena tidak bisa 

dihadapkan untuk dikonfrontir antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II 

maka Tergugat VIII tidak bisa melangkah lebih jauh untuk menentukan UDJE 

S. asli dan yang palsu, yang berwenang adalah aparat penegak hukum dalam 

hal ini polisi dan pengadilan;  

99..  Bahwa adalah beberapa hari sebelumnya Para Tergugat yang menyatakan 

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI akan 

membuat akta kuasa dihadapan Tergugat VIII, dan pada saat penada 

tanganan akta kuasa tersebut disertai identitas KTP dan disaksikan pula oleh 

Tergugat VII, sehingga pada saat menerbitkan akta kuasa, Tergugat VIII tidak 

pernah berpikiran lain apalagi menyangka atau menduga bahwa Penggugat II 

adalah UDJE S. palsu;  

Bahwa sampai sekarang Tergugat VIII tidak berani memastikan mana UDJE 

S. yang asli dan mana yang palsu, sebelum ada keputusan dari penegak 

hukum yang berwenang;  

1100..  Bahwa  oleh karenanya tidak ada dasar hukumnya Notaris membatalkan akta 

tersebut, karena yang dapat dan berwenang membatalkan adalah para pihak 

yang membuat atau putusan pengadilan yang menyatakan batal atas akta 

tersebut;  

1111..  Bahwa Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil Nomor 73 yang menuntut 

ganti rugi terhadap Tergugat VIII, karena Tergugat VIII hanya sebagai 

Pejabat/Notaris yang tugasnya menuangkan kehendak para pihak, kemudian 

membuat dan menanda tangani Akta tersebut. Oleh karenanya Tergugat VIII 

harus dibebaskan untuk membayar ganti rugi;  

1122..  Bahwa Tergugat VIII menolak benar dalil-dalil Penggugat angka 75 yang 

menyatakan Tergugat VIII bersama Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat I 

mempunyai itikad buruk. Dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan 

terkesan mengada-ada;  

1133..  Bahwa apabila Penggugat dalam hal ini merasa tidak pernah memberi kuasa 

siapapun di hadapan Tergugat VIII, maka Penggugat selaku UDJE SAINUDIN 

alias UDJE S. harus menindak lanjuti dengan membuat laporan atas 

perbuatan orang yang mengatas namakan Penggugat. Selanjutnya apabila 

telah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
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terbukti yang menanda tangani akta kuasa bukan Penggugat asli, maka 

Tergugat VIII baru bersedia membuat akta pembatalan atas kuasa tersebut;  

1144..  Bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat VIII harus 

dikesampingkan, khususnya mengenai tuntutan ganti rugi, namun apabila 

Pengadilan berpendapat bahwa akta kuasa tersebut harus dibatalkan, maka 

Tergugat VIII bersedia membuat pembatalan akta kuasa tersebut;  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI : 

1.  Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya; 

2. Menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat VIII atau setidak-

tidaknya tidak dapat diterima; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menolak gugatan mengenai Tergugat VIII atau setidak-tidaknya dinyatakan 

tidak dapat diterima; 

2. Menggugat Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; 

 Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 

218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

DDAALLAAMM  EEKKSSEEPPSSII  ::  

--  MMeennoollaakk  eekksseeppssii   ddaarrii   TTeerrgguuggaatt  II,,  TTeerrgguuggaatt  VVII  ddaann  TTeerrgguuggaatt  VVIIIIII  uunnttuukk  

sseelluurruuhhnnyyaa ;;  

DDAALLAAMM  PPOOKKOOKK  PPEERRKKAARRAA  ::  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997 yang diberikan oleh 80 (delapan 

puluh) orang perwakilan Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok kepada 

almarhum H. M. SAMIN dan almarhum A. KARIM telah berakhir sejak meninggalnya 

almarhum H. M. SAMIN dan A. KARIM; 

3. Menyatakan ahli waris almarhum H.M. SAMIN dan para ahli waris almarhum            

A. KARIM tidak berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai penerima 

kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Juli 1997 dalam Perkara Perdata      

No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr maupun untuk melakukan tindakan hukum apapun yang 

mengatasnamakan dirinya mewakili para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Depok; 

4. Menyatakan  : 
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a.   Akta Kuasa No.  211 tertanggal 29 Februari 2012; 

b.   Akta Kuasa No. 129 tanggal 17 Februari 2012; 

c.   Surat Kuasa tanggal 7 September 2012 dari ahli waris almarhum A. KARIM dan 

almarhum H. M. SAMIN kepada Tergugat IX; 

d.   Surat Kuasa tanggal 08 September 2012 yang diberikan oleh Tergugat VI 

kepada Tergugat IX;  

  sejak awal dibuatnya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi 

hukum; 

5. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2012 dengan hak substitusi yang 

diberikan kepada Tergugat I untuk mengajukan eksekusi dalam Perkara Perdata   

No. 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum 

sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;  

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI tidak berhak mewakili 

Penggugat in casu serta seluruh Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok; 

7. Menyatakan Akta Pernyataan Nomor 02 tanggal 5 Juli 2012 adalah produk hukum 

yang sah mengikat bagi Penggugat dan para Anggota PEPEBARI Ranting 03 dan 04 

Depok termasuk Tergugat VI dan Tergugat III serta seluruh ahli waris almarhum H. M. 

SAMIN dan A. KARIM;   

8. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 1997, Akta Kuasa No. 129 tanggal 17 

Februari 2012, Surat Kuasa tanggal 01 Maret 2012, Surat Kuasa tanggal 8 

September 2012 dan Surat Kuasa tanggal 07 September 2012 dan Akta Kuasa 

Nomor 211 tanggal 29 Februari 2012 adalah cacat hukum sehingga tidak 

mempunyai kekuatan hukum ;  

9. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh 

Penggugat in casu Kepada Advokat RUSLAN TANAKA ABDUL ROSUL, S.H. dkk 

tidak berlaku lagi terhitung sejak Penggugat in casu  memberi kuasa kepada Advokat 

YOGI WIDODO, S.H. dkk.;  

10. Menyatakan Surat Kuasa dengan hak substitusi yang pernah diberikan oleh 

Penggugat in casu kepada Advokat YOGI WIDODO, S.H. dkk tidak berlaku lagi 

terhitung sejak Penggugat in casu memberi kuasa kepada Advokat H. DANI 

BAHDANI, S.H. & REKAN; 

11. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 10 September 2012 

No. 04/Eks/2005/PN.Bgr Jo. No. 161/Pdt/G/1997/PN.Bgr Jo. No. 603/Pdt/1998/ 

PT.Bdg, Jo. No. 551 K/Pdt/2000 Jo. No. 588 PK/Pdt/2002 tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat bagi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat IX in casu; 

12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat 

VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan 

hukum yang merugikan Penguggat in casu baik secara pribadi maupun dalam 

kedudukannya sebagai kuasa dari para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 yang 

secara materiil merugikan pula para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 Depok ; 
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13. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi 

kepada Penggugat in casu serta kepada para Anggota PEPABRI Ranting 03 dan 04 

Depok secara materiil sebesar Rp.331.634.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu 

milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah); 

14. Menghukum pula para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian 

imateriil kepada Penggugat in casu sebesar Rp. 33.163.400.000,- (tiga puluh tiga 

milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);  

15. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya 

yang timbul dalam perkara ini  yang ditaksir sebesar Rp.4.722.000,- (empat juta tujuh 

ratus duapuluh dua ribu rupiah) ; 

16. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding/ Pembanding 

I Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang ditandatangani Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur menyatakan pada tanggal 19 Agustus 2014 Pembanding 

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 

218/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Agustus 2014, dan permohonan banding 

tersebut telah diberitahukan kepada  Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, 

Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, Terbanding III pada tanggal 13 

Agustus 2015, Terbanding IV pata tanggal 13 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. 

ABDUL KARIM/ Salamun Bin Karim - Turut Terbanding IV pada tanggal 19 

Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Muhamad Dajat - Turut 

Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ 

Ny. Maemunah - Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris 

Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maesanah - Turut Terbanding IV pada tanggal 10 

Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Saripah - Turut Terbanding IV 

pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Sarah – 

Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Agustus 2015, Turut Terbanding V pada 

tanggal 18 Agustus 2015, Turut Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, 

dan kepada Pembanding II pada tanggal 12 Agustus 2015, Pembanding III pada 

tanggal 15 September 2015 ; 

Menimbang, bahwa Pembanding I pada tanggal 07 September 2015 telah 

menyerahkan memori Banding tertanggal 11 Agustus 2014, dan salinan Memori 

Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada 

tanggal 3 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 21 Maret 2016, 

kepada Turut Terbanding II pada tanggal 21 Desember 2015, Turut Terbanding III 

pada tangal 21 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Salamun Bin 

Karim - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. 

ABDUL KARIM/ Muhamad Dajat - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 
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Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maemunah – Turut 

Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ 

Ny. Maesanah - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris 

Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Saripah - Turut Terbanding IV pada tanggal 18 

Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Sarah – Turut Terbanding 

IV pada tanggal 18 Desember 2015, Turut Terbanding V pada tanggal 6 Januari 

2016, Turut Terbanding VI pada tanggal 21 Desember 2015, dan kepada 

Pembanding II pada tanggal 31 Maret 2016, Pembanding III pada tanggal 11 April 

2016 ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding/ Pembanding 

II Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang ditandatangani Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Timur menyatakan pada tanggal 24 Nopember 2014 Pembanding 

II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 

218/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Agustus 2014, dan permohonan banding 

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Maret 2016, 

Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, Terbanding III pada tanggal 13 

Agustus 2015, Terbanding IV pata tanggal 13 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. 

ABDUL KARIM/ Salamun Bin Karim - Terbanding V pada tanggal 19 Agustus 

2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Muhamad Dajat - Terbanding V pada 

tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maemunah - 

Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. 

Maesanah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. 

ABDUL KARIM/ Ny. Saripah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli 

Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Sarah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 

2015, Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, Terbanding VII pada tanggal 

10 Agustus 2015, dan kepada Pembanding III pada tanggal 15 September 2015;  

Menimbang, bahwa Pembanding II pada tanggal 10 September 2015 telah 

menyerahkan memori Banding tertanggal 11 Agustus 2014, dan salinan Memori 

Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada 

tanggal 3 Maret 2016, kepada Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, kepada 

Terbanding III pada tanggal 21 Desember 2015, Terbanding IV pada tangal 21 

Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Salamun Bin Karim - 

Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ 

Muhamad Dajat - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris 

Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maemunah - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 

2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maesanah - Terbanding V pada 

tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Saripah - 
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Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ 

Ny. Sarah - Terbanding V pada tanggal 18 Desember 2015, Terbanding VI pada 

tanggal 6 Januari 2016, Terbanding VII pada tanggal 21 Desember 2015, dan 

kepada Pembanding II pada tanggal 31 Maret 2016, Pembanding III pada tanggal 

10 Desember 2015 ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding/ Pembanding 

III Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang ditandatangani Wakil Panitera 

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan pada tanggal 09 Desember 2014 

Pembanding III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Timur Nomor 218/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 11 Agustus 2014, dan 

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  Terbanding I pada 

tanggal 3 Maret 2016, Terbanding II pada tanggal 21 Maret 2016, Terbanding III 

pada tanggal 13 Agustus 2015, Terbanding IV pata tanggal 13 Agustus 2015, Ahli 

Waris Alm. ABDUL KARIM/ Salamun Bin Karim - Terbanding V pada tanggal 19 

Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Muhamad Dajat - Terbanding V 

pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maemunah - 

Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. 

Maesanah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. 

ABDUL KARIM/ Ny. Saripah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli 

Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Sarah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 

2015, Terbanding VI pada tanggal 18 Agustus 2015, Terbanding VII pada tanggal 

18 Agustus 2015, dan kepada Pembanding I pada tanggal 18 Agustus 2015;  

   Menimbang, bahwa Terbanding I pada tanggal 16 Nopember 2015 telah 

menyerahkan Kontra memori Banding tertanggal 16 Nopember 2015, dan salinan 

Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada 

Pembanding I pada tanggal 7 Desember 2015, kepada Pembanding II pada 

tanggal 11 Desember 2015 ; 

   Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah 

memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Pembanding I pada tanggal 

18 Agustus 2015, Pembanding II pada tanggal 12 Desember 2015, Pembanding 

III pada tanggal 15 September 2015, kepada Terbanding II pada tanggal 21 Maret 

2016, kepada Terbanding III pada tanggal 3 Maret 2016, kepada Terbanding IV 

pada tanggal 13 Agustus 2015, kepada Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Salamun 

Bin Karim - Terbanding V pada tanggal 19 Agustus 2015, kepada Ahli Waris Alm. 

ABDUL KARIM/ Muhamad Dajat - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, 

Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maemunah - Terbanding V pada tanggal 10 
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Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Maesanah - Terbanding V 

pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/ Ny. Saripah - 

Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Ahli Waris Alm. ABDUL KARIM/   

Ny. Sarah - Terbanding V pada tanggal 10 Agustus 2015, Terbanding VI pada 

tanggal 18 Agustus 2015, Terbanding VII pada tanggal 18 Agustus 2015, untuk 

memeriksa berkas  perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 

terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;   

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : 

 

           Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 

218/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2014, kuasa 

Pembanding semula Penggugat  menyatakan banding pada tanggal 03 Juli 2015, 

dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang 

waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut 

undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara 

formil dapat diterima. 

 

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding semula 

Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX didalam memori bandingnya 

tertanggal 07 September 2015, 08 September 2015 setelah Majelis Hakim 

Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan 

untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak 

terdapat hal-hal yang baru, dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat 

penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan 

dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu 

momori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk 

dipertimbangkan, dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 218/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM. yang 

dimohonkan banding harus dikuatkan. 

             Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula 

Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara  dikedua tingkat peradilan 

yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan 

dibawah ini. 

            Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum 

lain yang bersangkutan. 
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M E N G A D I L I : 

1. Menerima permintaan banding dari para Pembanding semula Tergugat VI, 

Tergugat VIII dan Tergugat IX ; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Agustus 

2014 Nomor  218/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM.  yang diajukan banding tersebut. 

3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat VI, Tergugat VIII dan 

Tergugat IX membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk 

tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).  

  

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Jakarta pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 oleh kami : H.M. MAS’UD HALIM, 

S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.Hum. 

dan Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 

16 Mei 2016 Nomor 297/PEN/PDT/2016/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari Jum’at, 

tanggal 10 Juni 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim 

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 

JUMALI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri 

oleh pihak-pihak yang berperkara.                                                              

   HAKIM  ANGGOTA,                          HAKIM KETUA, 
        

 
 

 
 

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H.,M.H.       H.M. MAS’UD HALIM, S.H.,M.Hum.                

 
 

 
 
Dr. SISWANDRIYONO, S.H.,M.Hum.  

                                                                 PANITERA PENGGANTI,  
 

 
 
 

          J U M A L I,  S.H. 
Rincian biaya perkara : 

Meterai ………………… Rp.      6.000,00 
Redaksi………………… Rp.      5.000,00 
Pemberkasan………....  Rp.  139.000,00+ 

Jumlah…………………. Rp.  150.000,00 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49


